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Manusia hakikatnya membutuhkan pendamping dalam 
hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi 
cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada 
kemaksiatan, maka harus diikat dengan perkawinan yang sah. 
Dalam Al-qur‟an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala 
sesuatu berpasang-pasangan, termasuk kedalamnya manusia. 
Sesuai dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, meskipun ada 
perbedaan yang urgen. Seperti dalam pernikahan beda agama, 
hal itu akan tidak sampai pada tujuan perkawinan. Pada Tahun 
2014, beberapa mahasiswa dan konsultan hukum mengajukan 
permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang 
undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) agar ada penambahan frasa 
untuk melegalkan pernikahan beda agama. Dalam pandangan 
Para Pemohon, Pasal a quo itu bertentangan dengan UUD N RI 
1945. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya tanggal 15 
Desember 2014, menolak untuk keseluruhannya permohonan uji 
materi yang diajukan. Dan amar putusan diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 
hari Kamis, 18 Juni 2015. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa 
pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan 
No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama.? dan 
Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim 
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang 
Pernikahan Beda Agama.? Adapun tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 dan untuk mengetahui hasil 
analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam 
Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang pernikahan beda agama 
di Indonesia. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan 
(Library Research) yang bersifat penelitian hukum yuridis 
normatif. Data yang digunakan adalah  sumber data sekunder, 
yakni berupa bahan hukum primer berupa Putusan MK 
No.68/PUU-XII/2014, Al-Qur‟an, Hadits, UU Perkawinan, UU 
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kompilasi 
Hukum Islam dan Yurisprudensi MA. Bahan hukum sekunder 
berupa Tafsir Al-Qur‟an, fatwa MUI, kitab  fiqh, buku mengenai 
hukum perkawinan, fatwa organisasi keagamaan, pendapat 
pakar hukum jurnal konstitusi dan jurnal hukum,. Bahan hukum 
tersier berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, 
buku metode penelitian, maktaba syamila, koran, majalah, karya 
tulis dan artikel baik cetak ataupun online. Pengolahan data 
melalui editing, coding dan rekonstruksi data. Lalu data 
dianalisis secara deskriptif-analitis dan kualitatif dengan metode 
berpikir induktif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pertimbangan 
Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, agama 
menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan dalam hal 
perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek 
formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan 
sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, 
sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan 
administratif yang dilakukan oleh negara. Bunyi Pasal 2 ayat (1) 
adalah hasil perdebatan panjang di DPR pada 1973, dan  para 
Pemohon dalam petitum berupa penambahan frasa harusnya 
melihat itu jangan hanya  melihat secara cara penafsiran yang 
berbeda-beda dan melihat maraknya penyelundupan hukum saat 
ini. Pertimbangan hakim dianalisis dari landasan yuridis, 
filosofis, sosiologis, dan harus mencakup cita hukum (idee des 
recht) yaitu unsur keadilan (garechtigkeit), kepastian hukum 
(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). 
Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat 
hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis dalam 
perundang-undangan yang berlaku (law in the book), namun 
Mahkamah Konstitusi selalu memperhatikan dari kemanfaatan 
(law in action) dengan paradigma hukum progresif yang tidak 
 lepas dari Pancasila dan UUUD N RI Tahun 1945. Analisis 
hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, menggunakan tiga teori. 
Grand teori atau teori primer berupa maslahah mursalah, teori 
sekunder berupa sa‟du dzariyat dan teori tersier berupa 
paradigma relasi Agama dan Negara. Setelah dikaji dari ketiga 
teori tersebut, penambahan frasa dalam Pasal 2 ayat (1), lebih 
banyak menimbulkan mafsadat dan tidak sesuai sila pertama 
“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu, pertimbangan 
hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.68/PUU-
XII/2014 yang menolak permohonan Para Pemohon sudah 




















   
   
 MOTTO 
 
 ْلا ُناَسِل َق َْي َب يِضا  َْج ا ىمِا َر ْ يِصَي ىتََّح, ِْي ََتر َلىِا ا ىمِاَو ِةىَنْلْا َلىِا  . ِراىنلا
)يمليدلاو ميعنوبا( 
Artinya : “Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api 
sehingga dia menuju surga atau neraka. (H.R. Abu 


























                                                 
1
 Jalaluddin As-Suyuti, Jami‟ Al-Hadits ( t.t : Maktaba Syamila, t.t ), 
Bab Huruf Lam, Juz 17, Nomor 354. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Penegasan Judul 
Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut 
tentang skripsi ini terlebih dahulu penulis akan jelaskan 
pengertian judul. Sebab judul merupakan kerangka dalam 
bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk 
menghindari kesalahan pemahaman dikalangan pembaca. Maka 
perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi beberapa istilah 
yang terkandung didalam judul skripsi ini. 
Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK 
Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama 
untuk menghindari kesalahan dalam memahaminya, maka perlu 
beberapa istilah yang perlu diuraikan yaitu sebagai berikut : 
Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa 
(perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau 
penguraian pokok persoalan atau bagian-bagian, atau hubungan 
antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang 
tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
2
 Analisis adalah 
penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 
sebagainya) untuk mengetahui apa sebab sebabnya, bagaimana 
duduk  perkaranya dan sebagainya.
3
 
Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan 
pemahaman manusia atas Nash Al-Qur‟an maupun sunnah 
untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara 
universal, relevan pada setiap zaman dan tempat manusia.
4
 
                                                 
2
 Peter Salim, Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia 
Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1999), h. 61. 
3
 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1976), h.1713. 
4
 Said Aqil Husni Al-Munawwar, Hukum Islam dan Pluraritas 
Sosial, (Jakarta: Penamadani, 2005), h.6 
 Hukum Islam menurut T.M.Hasbi Ashshiddiqi adalah 
koleksi daya upaya para ahli hukum (fuqoha) untuk menetapkan 
syari‟at atas kebutuhan masyarakat.5  
Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi dan 
penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka 
mewujudkan cita-cita negara dan demokrasi untuk kehidupan 
kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah 
konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam 
upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan 
yang saling mengendalikan antar cabang-cabang kekuasaan 
Negara.
6
 Mahkamah Konstitusi adalah lembaga (tinggi) negara 
baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan 
Mahkamah Agung (MA) yang berkedudukan di ibukota 
Indonesia dengan 9 orang hakim yang telah dilantik setelah 
mengucapkan sumpah jabatan. Mahkamah Konstitusi 
merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping 
MA dan badan-badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan 
pengadilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan tata usaha negara.
7
 
Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 adalah putusan 
mengenai penolakan penambahan frasa pada Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang No 1 Tahun 1974, putusan ini mengenai 
pernikahan beda agama yang dirasa pemohon judicial review 
bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD N RI 1945 
sepanjang tidak dimaknai „Perkawinan adalah sah, apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran menurut hukum 
agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-
masing calon mempelai‟8. 
Penjelasan istilah judul di atas mengartikan mengenai 
apa yang dimaksud dari judul skripsi ini, adalah bagaimana 
                                                 
5
 Hasby Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1975), h.44. 
6
 Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No 1 Maret 2007, h.2. 
7
 Badruzzaman Siddik, Perkembangan Peradilan Di Indonesia 
Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang, (Lampung: Fakultas 
Syari‟ah IAIN Raden Intan, 2014), h.18 
8
 Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 
 hukum Islam memandang pernikahan beda agama yang telah 
marak dilakukan di Indonesia melalui penyelundupan hukum 
dan telah diajukan permohonan pengujian judicial review ke 
Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan frasa „Perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran 
menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan 
kepada masing-masing calon mempelai‟. Penambahan frasa ini 
dirasa pemohon lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat 
ini, dan tidak mengabaikan HAM seperti Pasal 2 ayat 1 UU 
Perkawinan yang berlaku. Kemudian pertimbangan hakim 
Mahkamah Konstitusi, berdasarkan pertimbangan hukumnya 
berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tidak beralasan 
menurut hukum. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi, 
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk 
seluruhnya. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
Alasan memilih judul skripsi ini adalah : 
1. Alasan Obyektif 
Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan 
dilakukan penelitian. Untuk mengkaji lebih dalam dan 
menganalisis Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 
Tentang Pernikahan Beda Agama menggunakan hukum 
Islam dan positif. 
2. Alasan Subyektif 
Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu 
pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari‟ah 
dan Hukum Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah serta 
tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi 
kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya 
ilmiah ini. 
 
C. Latar Belakang Masalah 
Manusia hakikatnya membutuhkan pendamping dalam 
hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi 
cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada 
 kemaksiatan. Dalam Al-qur‟an disebutkan bahwa Allah 
menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk 
kedalamnya manusia. Sesuai dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, 
yaitu : 
                   
Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-
pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”9 
Manusia yang dibahas penulis disini, lebih ke masyarakat 
indonesia yang bermacam-macam suku, ras, agama, dan lainnya. 
Manusia diciptakan berpasang-pasangan, dalam kultur 
masyarakat indonesia mencari pasangan ditempuh dengan jalur 
pernikahan. Karena keberagaman suku, ras dan agama yang ada 
di Indonesia, pernikahan yang berbeda suku, bahkan pernikahan 
beda agama banyak terjadi di Indonesia.  
Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, 
namun bila yang berbeda adalah agama. Hal itu menimbulkan 
permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu : 
Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) 
yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
10
 Dengan 
ketentuan Pasal diatas, bisa diartikan pernikahan dapat 
dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah 
seagama atau satu kepercayaan .  
Oleh karena ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang 
saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan 
tapi ia memiliki calon pendamping yang berlainan agama. 
Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan 
penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan 
tersebut. Sebagaimana diungkapkan Guru Besar Hukum Perdata 
Universitas Indonesia, Wahyono Darmabrata, dalam artikel 
“Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda 
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 Kementerian Agama RI., Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Jakarta : 
PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h.756 
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  Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan 
 Agama”, ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda 
agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan, yaitu : 
1. Meminta penetapan pengadilan 
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama 
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, 
dan 
4. Menikah diluar negeri.11 
Seseorang bisa pindah agama mengikuti calon 
pendamping nya atau sebaliknya, agar pernikahan pasangan 
tersebut dinyatakan sah. Dapat pula berakhirnya hubungan 
pasangan tersebut, kemungkinan lain bahkan terjadi pernikahan 
beda agama namun akhirnya hanya tercatat di catatan sipil. Baik 
dari kalangan masyarakat biasa ataupun pablik figur dilayar 
kaca televisi, menjadi bukti akan praktek pernikahan beda 
agama. Artis Jamal Mirdad dan Lidya Kandau yang telah 
melakukan pernikahan beda agama bertahun-tahun dan sudah 
dikaruniyai anak pun, mengikuti ibu nya untuk memeluk agama 
kristen. Hal ini menjadi bukti bahwa peran ayah sebagai kepala 
rumah tangga, tidak menjamin si anak mengikuti agama yang 
dipeluknya. Teranyar artis yang dihebohkan pernikahan beda 
agama dengan penundukan sementara pada salah satu hukum 
agama adalah Asmirandah dan Jonas Rivano hingga berakibat 
Pembatalan Nikah antara keduanya. 
Sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan melihat 
kejadian di masyarakat tentang fenomena sosial yang menjadi 
peristiwa hukum terkait dengan maraknya pemberitaan, baik 
melalui media televis, radio, online maupun media cetak tentang 
pasangan Asmirandah (24 Tahun) dan Jonas Rivanno (26 
Tahun) yang merasa terusik dengan kabar mereka 
melangsungkan pernikahan pada 17 Oktober 2013. Sesuai 
pernyataan mereka berdua dalam jumpa pers di kediamannya, 
selasa 29 Oktober 2013 untuk mengklarifikasi kabar tersebut.
12
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 Abd. Syakur Dj, Tim hukumonline.com, Tanya Jawab Nikah 
Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia dilengkapi pandangan Menurut 
Agama Islam dan Kristen (Tanggerang:Lentera Hati, 2014), h.121 
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 Asmirandah, Jonas Rivano, Berharap bersatu dan bahagia, Nova 
1341. 4-10 November 2013. Hlm. 4 
 Ada hal yang disembunyikan sehingga mengusik awak media 
dan masyarakat untuk mencari tahu kebenaran kabar yang 
berkembang. Akan tetapi mereka berdua sepakat menyampaikan 
bantahan langsung soal berita antara Asmirandah dan Vanno 
(nama panggilan) katanya: “jangankan menikah, mendaftar di 
KUA pun belum dilakukan…rencana akan menikah pada 
Januari 2014”.13 
Meskipun pada perkembangan berikutnya memasuki 
tahun 2014, menjadi kenyataan yang berbalik, bahwa 
Asmirandah keluar dari agama Islam dan mengikuti agama 
kristen Jonas. Timbul lagi dimana keabsahan perkawinan 
mereka, semula menikah dengan tatacara Islam, Jonas masuk 
Islam dan dilakukan prosesi pernikahan secara Islam, kemudian 
Jonas kembali keagamanya. Sementara Asmirandah pada 
akhirnya menyerah dan mengikuti agamanya Jonas. Lantas 
status perkawinan mereka secara legalitas menjadi pertanyaan.
14
  
Pernikahan beda agama banyak menimbulkan polemik 
ditengah masyarakat Indonesia yang plural, ada yang 
berpendapat tidak diperbolehkannya nikah beda agama adalah 
untuk kemaslahatan umat tapi ada pula yang berpendapat 
ketentuan undang-undang pernikahan mengenai menikah hanya 
dengan yang seagama atau satu kepercayaan, itu melanggar hak 
asasi manusia dalam konstitusi. Dalam agama islam pun terjadi 
perbedaan pendapat karena surat al-Maidah ayat 5, 
membolehkan pria muslim menikah dengan perempuan ahli 
kitab. 
Selanjutnya MUI Pusat telah mengeluarkan Fatwa Nomor 
05/Kep/MunasII/MUI/1980 pada tanggal 1 Juni 1980 tentang 
Larangan Perkawinan Beda Agama, yang kemudian diakomodir 




 Disampaikan M.Wagianto dalam diskusi dosen Fakultas Syari‟ah 
berjudul Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia 
(Kajian peristiwa hukum pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama 
Depok). (Lampung : Fakultas Syari‟ah IAIN Raden Intan,2013). h.22 pada 
Kamis 5 Nopember 2013 
 Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI.
15
 Pada tanggal 28 Juli 2005, 
MUI mengeluarkan kembali fatwa larangan perkawinan beda 
agama melalui Fatwa Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005.
16
  
Pada Tahun 2014, beberapa mahasiswa dan Konsultan 
Hukum mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah 
Konstitusi atas undang undang perkawinan Pasal 2 ayat (1). Di 
dalam undang tersebut memang tidak mengatur bagaimana 
perkawinan beda agama, akan tetapi pada Pasal 2 ayat (1) yang 
berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 
Permohonan uji materi pada Tahun 2014 dengan perkara 
No. 68/PUU-XII/2014 berikut nama-nama pemohon yang 
mengajukan gugatan ke mahkamah kosntitusi sebagai berikut : 
1. Damian Agata Yuvens, sebagai Pemohon I; 
2. Rangga Sujud Widigda, sebagai Pemohon II; 
3. Anbar Jayadi, sebagai Pemohon III; 
4. Luthfi Saputra, sebagai Pemohon IV.
17
 
Didalam isi permohonan tersebut pemohon bermaksud untuk 
mengadakan pengujian materiil dan formil Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap UUD 1945. 
Alasan uji materiil di dalam permohonan a quo adalah sebagai 
berikut: 
1. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap 
warga negara yang melangsungkan perkawinan melalui 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
merupakan pelanggaran terhadap hak beragama yang 
diakui melalui Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), 
Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD N RI 1945 
2. Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 melanggar hak untuk 
melangsungkan perkawinan yang sah dan hak untuk 
membentuk keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 
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 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak 
Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam (Jakarta: 




 Op.Cit.,Putusan MK No.68/PUU-XII/2014, h.1-2 
 28B ayat (1) UUD 1945; 
3. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 membuka ruang penafsiran yang amat luas 
dan menimbulkan pertentangan antar norma sehingga 
tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian 
hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945; 
4. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) 
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas 
persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) 
UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif karena menyebabkan negara 
melalui aparaturnya memperlakukan warga negaranya 
secara berbeda; dan 
5. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak sesuai 
dengan konsep pembatasan terhadap hak dan kebebasan 
yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
18
. 
Petitum pengajuan Judicial Review nya, para pemohon 
menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai „Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, 
sepanjang penafsiran menurut hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon 
mempelai‟ dan menyatakan Pasal 2 atat (1) tidak mempunyai 
kekuatan hukum tetap, sepanjang tidak dimaknai atau 
penambahan frasa  „Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
itu, sepanjang penafsiran menurut hukum agamanya dan 
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 Op.Cit., Putusan Mahkmah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 h.15-
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 kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-masing calon 
mempelai‟.19 
Permasalahan yang timbul jelas mengenai keabsahan 
pernikahan beda agama. Kemudian, permasalahan selanjutnya 
mengenai kewajiban administratif dalam perkawinan yaitu 
pencatatan. Permasalahan keabsahan dan kewajiban 
administratif ini adalah masalah yang timbul diawal perkawinan, 
sedangkan perkawinan menimbulkan akibat hukum. Akibat 
hukum antara hak dan kewajiban suami-istri ataupun orang tua 
dengan anaknya.  
Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya tanggal 15 
Desember 2014, menolak untuk keseluruhannya permohonan uji 
materi yang diajukan. Dan amar putusan diucapkan dalam 
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 
hari Kamis, 18 Juni 2015.
20
 
Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji dan memahami mengenai pertimbangan hakim 
dalam penolakan permohonan uji materi Pasal 2 ayat (1) yang 
akan berdampak pada pernikahan beda agama. Penulis 
menggunakan konsep perbandingan dari hukum islam dan 
undang-undang yang mengatur hal tersebut. Maka kajian ini 
berjudul : “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan 
Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014” 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas 
maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut : 
1. Apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas 
Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda 
Agama?. 
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan 
Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 
tentang Pernikahan Beda Agama?. 
                                                 
19
 Op.Cit., Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 h.58 
20
 Ibid., h.154 
  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitin 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 terhadap 
penambahan frasa Pasal 2 ayat 1 UU No.1 Tahun 
1974 yaitu tentang Pernikahan Beda Agama. 
b. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam Terhadap 
Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.68/PUU-
XII/2014 Tentang Pernikahan Beda Agama di 
Indonesia. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Secara Teoritis (Keilmuan) 
Pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana 
diuraikan di atas, semoga dapat memberikan pemahaman 
bagi pembaca mengenai kewenangan Mahkamah 
Konstitusi dalam perkembangan pelaksanaan pengujian 
Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis manfaat 
penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu 
pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan sekaligus rujukan terutama tentang 
Pernikahan Beda Agama di Indonesia (Putusan 
Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014). 
b. Secara Praktis (Bagi masyarakat) 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang 
yang ingin memperdalam ilmu Hukum Keluarga di 
setiap perguruan tinggi di Fakultas Hukum maupun 
Fakultas Syari‟ah, dan menjadi salah satu acuan 
pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia, dalam 
bidang perkawinan. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
 Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk 
penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, 
literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan 
pendapat yang mempunyai hubungan dengan 
permasalahan yang diteliti.
21
 Berkenaan dengan 
penelitian ini, penulis membaca dan mengambil teori-
teori dari buku, jurnal ataupun literatur lain yang 
berkaitan dengan masalah tersebut, menetapkan hukum 
dan menyimpulkan hasil penelitian dari berbagai macam 
sumber tersebut, 
b. Sifat Penelitian 
Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk 
penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk 
penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian 
ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang 
tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini 
mencakup penelitian pada taraf singkronisasi hukum 
secara vertikal dan horizontal sesuai dengan hirarki 
perundang-undangan maupun undang-undang sederajad 
yang mengatur bidang yang sama. Dalam hal ini, 
penelitian ini ditelaah dengan mengkaji peraturan hukum 
positif yang berlaku diindonesia dalam bidang 
perkawinan dan pertimbangan hukum dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Tentang 
Pernikahan Beda Agama. 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka 
tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 
Tentang Pernikahan Beda Agama, yaitu literatur sekunder 
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  Ranny Kautur, Merode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan 
Tesis (Bandung : Taruna Grafika, 2000),h.38. 
 yang jadi penujang dalam pemecahan pokok-pokok masalah. 
Adapun sumber datanya dapat dikategorikan menjadi 
sumber data sekunder, yaitu : 
a. Sumber Data Sekunder 
Data yang digunakan adalah  berasal dari beberapa 
bahan hukum, yakni berupa : 
1. Bahan hukum primer berupa Putusan MK 
No.68/PUU-XII/2014, Al-Qur‟an, Hadits, UU 
Perkawinan, UU Administrasi Kependudukan 
dan Catatan Sipil, Kompilasi Hukum Islam dan 
Yurisprudensi MA. 
2. Bahan hukum sekunder berupa Tafsir Al-Qur‟an, 
fatwa MUI, kitab  fiqh, buku mengenai hukum 
perkawinan, fatwa organisasi keagamaan, 
pendapat pakar hukum jurnal konstitusi dan 
jurnal hukum. 
3. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, 
kamus besar Bahasa Indonesia, koran, majalah, 
karya tulis dan artikel baik cetak ataupun online 
yang dapat mendukung dalam penulisan 
penelitian ini. 
3. Tekhnik Pengumpulan Data 
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tekhnik dokumentasi, yaitu cara 
mengumpulkan data-data yang tertulis yang telah 
menjadi dokumen atau instansi.
22
 Dalam penelitian 
dokumentasi dengan cara meneliti sumber-sumber data 
tertulis yaitu Putusan Mankamah Konstitusi No.68/PUU-
XII/2014, UU Perkawinan, UU Adminduk dan Catatan 
Sipil, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MA No. 
1400 K/Pdt/1986, jurnal konstitusi dan jurnal hukum. 
4. Tekhnik Pengelolaan Data 
Secara umum pengelolaan data setelah data terkumpul 
dapat dilakukan : 
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 Sutrisno Hadi, Metode Research  (Yogyakarta : Andy Offset, 
1997), h.9  
 a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 
kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 
setelah data tersebut terkumpul. 
b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data 
yang menyatakan jenis dan sumber data baik itu 
sumber dari Al-Qur‟an dan Hadits, atau buku-buku 
literatur lainnya yang sesuai dengan masalah yang 
diteliti. 
c. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang secara 
teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami 
sesuai dengan permasalahan kemudian ditarik 




5. Metode Analisis Data 
Adapun metode analisis data yang penulis gunakan 
adalah metode deskriptif-analitis, metode ini penulis 
gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti 
dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian 
diperoleh kesimpulan. Penulis menggunakan pula 
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  Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum 
(Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.107. 
 BAB II 
PERNIKAHAN BEDA AGAMA 
A. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam  
Pernikahan beda agama yang dibahas di skripsi ini, harus 
dipahami sebagai fenomena sosial yang terjadi setelah turunnya 
Al-Qur‟an hingga masa kini. Sebelum jauh memahami 
pernikahan beda agama dalam hukum Islam, akan dijabarkan 
beberapa hal yang mendukung, yaitu : 
1. Pengertian Perkawinan 
Pengertian perkawinan secara etimologi bahasa 
Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang 
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan 
jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.
24
 
Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah 
( حاكن ) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling 
memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi).25 
Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti 
persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.26 Secara 




Pada literature fiqh Islam, yang sesungguhnya 
semata-mata merupakan kata turunan dari istilah yang 
digunakan Al-Qur‟an dan Hadits, perkawinan lazim 
diistilahkan dengan sebutan an-nikâh (  حاكنلا ) atau at-tazwîj ( 
جيوزتلا ).28 
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 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah 
Menurut Al Qur‟an dan As Sunnah, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003) hal. 
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28
 Abd.Syakur, Tim hukumoniline.com, Tanya Jawab Tentang 
Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia (Tanggerang: Lentera Hati, 
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 Kata nikah dalam Al-Qur‟an terkadang digunakan 
untuk menyebut akad nikah. Contoh menikah yang artinya 
akad nikah adalah firman Allah, Q.S. An-Nisa‟ (4) : 3 yaitu : 
                 
                  
               
      
Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku 
adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim 
(bilamana kamu mengawininya), Maka 
lakukanlah akad nikah dengan wanita-wanita 
(lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau 
empat. kemudian jika kamu takut tidak akan 
dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang 
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 
demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak 
berbuat aniaya”29 
Sedangkan ayat yang menyebut untuk suatu 
hubungan seksual
30
 adalah firman Allah Q.S. al-Baqarah 
(2): 230 yaitu :  
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                   
                   
   ِلل        ِلل              
Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah 
Talak yang kedua), Maka perempuan itu 
tidak lagi halal baginya hingga Dia 
melakukan hubungan seksual dengan suami 
yang lain. kemudian jika suami yang lain itu 
menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi 
keduanya (bekas suami pertama dan isteri) 
untuk kawin kembali jika keduanya 
berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, 
diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) 
mengetahui.”31 
Anwar harjono mengatakan bahwa perkawinan adalah 
Bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian 
yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para 
fuqoha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau 
zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang 
mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin.
32
 
Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan 
hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.
33
 
Pada kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan 
dimasukan dalam suatu bab yang disebut dengan munakahat, 
yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas 
perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan 
masalah yang berbeda. Kata „munakahat‟ mengandung 
interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang 
tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya 
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Nikah didalam istilah fikih, yang dikemukakan oleh 
para fuqoha ada diantaranya : 
a. Zakaria al-Ansari mengemukakan bahwa nikah 
adalah suatu akad yang mengandung jaminan 
diperbolehkannya persetubuhan dengan lafadz 
nikah dan sejenisnya. 
b. Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazaly, nikah adalah 
suatu hal yang mencakup atas rukun-rukun dan 
syarat-syarat nikah. 
c. Ahmad bi Ali-Anshari, nikah adalah suatu 
rumusan dri akad-akad syara‟ yang disunatkan 
berdasarkan atas pokok pokok syara‟. 
d. Menurut Syaikh Taqiyudin, nikah merupakan 
suatu rumusan dari akad yang masyhur mencakup 
atas rukun-rukun dan syarat-syarat. 
e. Menurut Syaikh Zainudin Ibnu Abd. Al-Aziz, 
nikah menurut syara‟ adalah akad yang 
mengandung jaminan diperbolehkan bersetubuh 
dengan lafadz “nikah atau tazwij”.35 
Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa 
definisi perkawinan, diantaranya adalah : 
 ْلِم َدْيِفُِيل ُِعرا ىشلا ُوَعَضَو ٌدْقَعَوُى ًاعْرَش ُجاَوىزلا ِع اَتْمِتْسا َك
 ِلُجىرلا.ِلُجىرلِاب َِةأْرَمْلا ِع اَتْمِتْسا ىلِحَو َِةأْرَمْلِاب36  
Perkawinan menurut syara‟ yaitu akad yang ditetapkan 
syara‟ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-
laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-
senangnya perempuan dengan laki-laki. 
 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan : 
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   ْوَأ ِحاَكْنا ِظْفِلب ٍئْطَو َةَحَاِبا ُن ىمَضَت َي ٌدْقَع َوُى اًعْرَش ُحاَكىنَلا
 ِِهوَْنَ.
37  
Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang 
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan 
seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata 
yang semakna dengannya. 
 Definisi yang dikutip Zakiah Daradjat: 
 ُن ىمَضَت َي ٌدْقَع َوُى اًعْرَش ُحاَكىنَلا ْز ى تلِاوَأ ِحاَكْنا ِظْفِلب ٍئْطَو َةَحَاِبا
 ِوَاُهُ اَنْعَم َْوأ ِجْي.38  
Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 
hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij 
atau semakna dengan keduanya. 
Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat 
hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum 
dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang 
wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. 
Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan 
dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang 
menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam 
kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, 
kurang adanya keseimbangan antara suami istri, 
sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan 
saja dari kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari 
segi tujuan dan akibat hukumnya.
39 
Sehubungan dengan keterkaitan ini, Muhammad 
Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang 
juga dikutip oleh Zakiah Daradjat: 
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  اَمُه ُنُواَع َتَو َِةاْرَمْلاَو ِلُجىرلا َْي َب َِةرْشُعْلا ىلَح ُدْيُِفي ٌدْقَع
 ُّدَُيَُو ُقُح ْنِم اَمِهْيَكِلاَم.ٍتاَبِجاَو ْنِم ِوْيَلَع اَمَو ٍقْو  
Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan 
mengadakan hubungan keluarga (Suami Istri) 
antara pria dan wanita dan mengadakan tolong 
menolong dan memberi batas hak bagi 
pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi 
masing-masing. 
Pengertian dari perkawinan ini mengandung 
aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah 
saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan 
mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong 
menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan 
agama, maka didalamnya terkandung adanya 
tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.
40
 
Nikah adalah akad yang mengandung 
pembolehan untuk berhubungan seks dengan lafazh “an-
nikah” atau “at-tazwij”, artinya bersetubuh, dengan 
pengertian menikahi perempuan makna hakikatnya 
menggauli istri dan kata “munakahat” diartikan saling 
menggauli. Pergaulan yang dimaksud bukan hanya 
berlaku bagi manusia tetapi berlaku pula untuk semua 
makhluk Allah, binatang pun melakukan pernikahan.  
Untuk memperhalus terminologi yang berlaku 
untuk binatang digunakan kata “perkawinan” meskipun 
istilah tersebut tidak mutlak, Karena dalam undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, 
tidak digunakan kata “nikah atau pernikahan” melainkan 
digunakan kata “perkawinan”. Hal itu artinya bahwa 
makna nikah atau kawin berlaku untuk semua yang 
merupakan aktivitas persetubuhan. Karena kata “nikah” 
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 adalah Bahasa Arab, sedangkan kata “kawin” adalah 
kata yang berasal dari bahasa Indonesia.
41
 
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa, 
perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang 
laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk 
keluarga bahagia.  Definisi itu memperjelas pengertian 
bahwa perkawinan adalah perjanjian, ia mengandung 
adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling 
berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Dengan 
demikian,  jauh  sekali  dari  segala  yang  dapat  
diartikan  mengandung suatu paksaan. Karena itu, baik 
pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji  
dalam  perkawinan  mempunyai  kebebasan penuh  untuk  




Perjanjian  dinyatakan  dalam  bentuk  ijab  dan  
kabul  yang  harus diucapkan dalam suatu majelis, baik 
langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon 
suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya 
berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka 
yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, 
misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada 




Substansi yang terkandung dalam syariat 
perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah 
Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah 
tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi 
pelaku perkawinan itu sendiri, anak turunan, kerabat 
maupun masyarakat. Oleh Karena itu, perkawinan tidak 
hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, 
tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan 
banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh 
(mitsaqon ghalidzan), perkawinan dituntut untuk 
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 menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan 
sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.
44
  
Pengertian yang dikemukakan mutaakhirin 
selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yaitu : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan  Yang 
Maha Esa”45 
Pada kompilasi hukum Islam (KHI), pengertian 
perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 
3 sebagai berikut : 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan 
ghalîzhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2). 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 




Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari : 
Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang 
berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, 
hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan 
merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi 
manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan 
melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan 
siap melakukan perannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan 
manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas 
mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi 
tanpa aturan.  
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 Demi menjaga kehormatan dan martabat 
kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai 
martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan 
perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa 
saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai 
lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan 
dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa 
pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. 
Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang 
aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan 
baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana 
rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan 
seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam 
diletakan dibawah naluri keibuan dan kebapaan 
sebagaimana ladang yang baik yang nantinya 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan 
menghasilkan buah yang baik pula.
47
 
2. Dasar Hukum Melaksanakan Perkawinan dalam Hukum 
Islam 
Dasar hukum dilaksanakannya suatu perkawinan akan 
dipaparkan melalui Al-Qur‟an dan Hadits yaitu : 
a. Sumber Hukum Perkawinan dalam Al-Qur‟an 
Adapun dasar disyari‟atkannya perkawinan terdapat 
firman Allah Swt dalam Al-Qur‟an diantaranya : 
1) Q.S. An-Nur (24) : 32, yaitu : 
              
            لل  ُُ 
     ُلل         
Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang 
sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
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 sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba 
sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”48 
2) Q.S. ar-Rum (30) : 21 , yaitu : 
              
                  
            
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 
cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir”49 
3) Q.S. an-Nisa (4) : 1, yaitu : 
               
                 
      َلل             
 َلل            
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 Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah 
kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya 
Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.”50 
4) Q.S. an-Nahl (16) : 72, yaitu : 
  ُلل               
                
            ِلل         
Artinya : “Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-
isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu 
itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan 
memberimu rezki dari yang baik-baik. 
Maka Mengapakah mereka beriman 






5) Q.S. Ar-Radd (13) : 38, yaitu : 
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                    
                      ِلل  
          
Artinya : “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus 
beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami 
memberikan kepada mereka isteri-isteri 
dan keturunan. dan tidak ada hak bagi 
seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat 
(mukjizat) melainkan dengan izin Allah. 
bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang 
tertentu).”52 
Pada ayat-ayat yang dikemukakan di atas,  
Allah SWT  menjadikan istri-istri  untuk manusia 
(termasuk  rasul-Nya) dengan tujuan  agar 
mendapatkan  cinta  dan kasih sayang serta 
keturunan sebagai generasi penerus. Dalam hal 
ini, apa yang diperoleh dalam perkawinan 
tersebut  harus sesuai dengan jalan yang telah 
ditetapkan Allah SWT yaitu melalui perkawinan 
yang sah dan diridhai Allah SWT. Dengan 
demikian, secara tersirat, penciptaan istri-istri itu 
adalah sebagai realisasi dan perwujudan dari 





b. Sumber Hukum Perkawinan dalam Hadits 
Beberapa hadist mengemukakan pentingnya 
pernikahan, yaitu :  
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 ا ِدْبَع ْنَع ِنْب ِلللاق ِدوعْسَم ( : ِوّللا ُلوُسَر اََنل لاق : َرِشْعَماي
 ِنَم ِباَب ىشلا ةَءاَبْلا ُمُكْنِم ََعَاطَتْسا   ِرَصَبِْلل ُّضََغأ ُوىنَِإف ْجىوَز َتَيْل َف
 َُول ُوىنَِإف  ِمْو ىصلِاب ِوْيَلَع َف ْعِطَتْسَي َْلَ ْنَمَو , ِْجرَفِْلل ُنَصْحَأَو ,
 ِوْيَلَع ٌقَفى تُم ) ٌءاَِجو54  
Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu 
berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa 
Sallam bersabda pada kami : "Wahai generasi 
muda, barangsiapa di antara kamu telah 
mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, 
karena ia dapat menundukkan pandangan dan 
memelihara kemaluan. Barangsiapa belum 




 ويلع للا ىلص ىِبِىنَلا ىنَأ ( ونع للا يضر ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَعَو
 ُمَاَنأَو ييلَصُأ َاَنأ ينِِّكَل : َلَاقَو , ِوْيَلَع َنَ َْثأَو , َوىلَلا َد َِحَ ملسو
 ىوَز ََتأَو , ُرِطُْفأَو ُموُصَأَو , ِتِىنُس ْنَع َبِغَر ْنَمَف , َءاَسينَلا ُج
 ِوْيَلَع ٌقَف ى تُم  ) ينِِّم َسْيَل َف56 
Artinya : Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu 
bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya 
bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, 
berbuka, dan mengawini perempuan. 
Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak 
termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi.
57
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 سو ويلع للا ىلص ِوىلَلا ُلوُسَر َناَك ( : َلَاق ُوْنَعَو ُرُمَْأي مل
 اوُجىوَز َت : ُلوُق َيَو , اًديِدَش اًيْه َن ِلَُّتبىتلا ِنَع ىَه ْن َيَو , ِةَءاَبْلِاب
 ُهاَوَر  ) ِةَماَيِقَْلا َمْو َي َءاَيِْبَنْلْا ُمُكِب ٌِرثاَكُم ينِِّإ َدوُلَوَْلا َدوُدَوَْلا
 َناىبِح ُنِْبا ُوَح ىحَصَو , ُدَْحََأ  ْنِع : ٌدِىاَش َُولَو , , َدُواَد بَِأ َد
 ٍراَسَي ِنْب ِلِقْعَم ِثيِدَح ْنِم اًضَْيأ َناىبِح ِنْباَو , ييِئاَسىنلاَو
58 
Artinya : Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: 
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
memerintahkan kami berkeluarga dan sangat 
melarang kami membujang. Beliau bersabda: 
"Nikahilah perempuan yang subur dan 
penyayang, sebab dengan jumlahmu yang 
banyak aku akan berbangga di hadapan para 
Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. 
Hadits shahih menurut Ibnu Hibban. Hadits 
itu mempunyai saksi menurut riwayat Abu 






3. Anjuran untuk Memilih Pasangan 
Anjuran memilih pasangan, alangkah lebih baik dari 
segi agama terlebih dahulu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. 
Al-Hujarat ayat 13 yaitu: 
…       ِلل     …      
Artinya : “…Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 
paling taqwa diantara kamu…”60 
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 Allah pun berfirman, dalam Q.S. An-Nisaa ayat 34 yaitu 
: 
   …           ُلل   …     
Artinya : “…Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri 
ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka)…”61 
Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, 
dari Nabi SAW beliau bersabda : 
 يبِىنلا ِنَع ونع للا يضر َةَر َْيرُى بَِأ ْنَعَو ملسو ويلع للا ىلص 
: َلَاق , َاِلِاَمَِلَْو , اَهِبَسَِلَِو , َاِلِاَمِل : ٍعَبْرَِلْ َُةأْرَمَْلا ُحَكْن ُت (
اَدَي ْتَِبَرت ِني يدَلا ِتاَذِب ْرَفْظَاف , اَهِنيِدِلَو َعَم ِوْيَلَع ٌقَفى تُم  ) َك
 ِةَع ْ ب ىسَلا ِةىيَِقب
62
 
Artinya : Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa 
Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: 
harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. 
Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau 
akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam 
Lima.63 
  
  Hadits ini menerangkan bahwa bukan berarti 
kecantikan itu tidak diperlukan, tetapi yang dimaksud ialah 
jangan membatasi pada kecantikan. Karena itu bukan prinsip 
bagi kita dalam memilih isteri, pilihlah karena agamanya; dan 
jika tidak, maka engkau tidak akan bahagia. Yakni, 
berlumuran dengan tanah berupa aib yang bakal terjadi 
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  Pendapat Abdullah bin „Amr secara marfu‟, ia 
mengatakan : “Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, 
karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya; 
dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi 
hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi, nikahilah 
wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita 
sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat 
beragama adalah lebih baik”.65 
  Syaikh al-„Azhim Abad berkata : “Makna “fazhfar 
bidzaatid diin (ambillah yang mempunyai agama)‟ bahwa 
yang pantas bagi orang yang mempunyai agama dan adab 
yang baik ialah agar agama menjadi pertimbangannya dalam 
segala sesuatu, terutama berkenaan dengan pendamping 
hidup. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan supaya 
mencari wanita yang beragama yang merupakan puncak 
pencarian. Taribat Yadaaka, yakni menempel dengan tanah.66
  
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 
Pemahaman mengenai rukun dan syarat sah 
perkawinan, harus terlebih dahulu dipahami tentang 
pengertian rukun dan syarat. “Rukun, yaitu sesuatu yang 
mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam 
rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk 
wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.  Atau adanya 
calon pengantin laki-laki/perempuan dalam 
perkawinan”. “Syarat, yaitu suatu yang mesti ada yang 
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), 
tetapi suatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 
pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau 
menurut Islam calon pengantin laki/perempuan itu harus 
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 beragama Islam”. “Sah, yaitu suatu pekerjaan (ibadah) 
yang memenuhi rukun serta syarat”.67 
Rukun menurut kalangan ulama Hanafiah adalah 
sesuatu yang sangat bergantung atasnya keberadaan 
sesuatu yang lain dan ia (sesuatu itu) secara substantif 
merupakan bagian integral dalam hakikatnya; sedangkan 
syarat menurut mereka (ulama hanafiah) adalah sesuatu 
yang atasnya bergantung keberadaan sesuatu yang lain, 
namun sesuatunya itu sendiri bukanlah merupakan 
bagian integral dari hakikat sesuatu itu.
68
 
Persyaratan dan rukun, memang tidak 
seorangpun fuqoha konvensional yang secara tegas 
memberikan definisi rukun dan syarat perkawinan. 
Namun diakuinya bahwa memang ada beberapa fuqoha 
yang menyebutkan unsur mana yang menjadi rukun dan 
syarat perkawinan. 
Tentang jumlah rukun nikah ini Imam Malik 
mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima : 
a. Wali dari pihak perempuan 
b. Mahar (maskawin) 
c. Calon Pengantin Laki-Laki 
d. Calon Pengantin Perempuan 
e. Sighat akad nikah.69 
Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) di sebutkan rukun perkawinan : 
a. Calon Suami 
b. Calon Istri 
c. Wali Nikah 
d. Dua Orang Saksi 
e. Ijab Kabul.70 
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 Menurut ketentuan yang ada didalam Kompilasi 
Hukum Islam, bab 5 pasal 30-38 bahwa mahar 
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak 
mempelai pria yang menjadi hak pribadi calon mempelai 




Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 






, syarat yaitu suatu yang 
bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yang 
menjadikan sahnya perkawinan apabila telah 
terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut : 
a. Calon suami, syaratnya : 
1) Beragama Islam 
2) Jelas bahwa laki-laki 
3) Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena 
paksaan) 
4) Tidak beristri 
5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon 
istri 
6) Tidak sedang berihram haji atau umrah. 
b. Calon istri, syaratnya : 
1) Beragama Islam 
2) Jelas bahwa ia seorang perempuan 
3) Mendapat ijin dari walinya 
4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah 
5) Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon 
suami 
6) Belum pernah dili‟an (dituduh berbuat zina) oleh 
calon suaminya 
7) Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karna 
paksaan oleh siapapun. 
8) Jelas ada orangnya 
9) Tidak sedang berihram haji/umrah 
c. Syarat-syarat sighat 
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 1) Dengan lafadz tazwij atau nikah 
2) Dengan lafadz yang jelas (sharih) dalam ijab kabul 
3) Kesinambungan ijab dan kabul 
4) Tidak dibatasi waktu 
5) Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat 
dalam akad nikah hingga selesai Kabul. 
d. Syarat-syarat wali 
1) Islam adil 
2) Baligh dan berakal 
3) Tidak dalam pengampuan 
4) Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran. 




4) Dapat mendengar dan melihat. 
Syarat-syarat    sahnya    perkawinan   menurut    
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
74
, antara lain: 
a. Adanya persetujuan  antara  calon suami dengan calon 
isteri  (tidak  ada unsur paksaan). 
b. Calon suami telah berumur 19 tahun dan calon isteri 
berumur 16 tahun atau  mendapatkan  dispensasi dari  
pengadilan apabila  belum mencapai umur yang 
ditentukan tersebut. 
c. Harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-
masing mempelai. 
d. Tidak ada halangan perkawinan antara calon suami 
dengan calon isteri. 
e. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. 
f. Perempuan  yang  terputus   perkawinannya  tidak  sedang  
dalam  masa tunggu. 
g. Perkawinan dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan. 
 
5. Tujuan Perkawinan 
Perkawinan merupakan tujuan syari‟at yang dibawa 
Rasulullah saw, yaitu hal ihwal manusia dalam kehidupan 
duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas, lalu pada 
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 batang tubuh ajaran fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari 
penataan itu yakni :  
1. Rub‟al-ibadat, yang menata hubungan manusia dengan 
khaliknya. 
2. Rub‟al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam 
lalulintas pergaulannya terhadap sesamanya untuk 
memenuhi hajat hidup sehari-hari. 
3. Rub‟al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia 
dalam lingkungan keluarga, dan 
4. Rub‟al-jinayat yang menata pengamanan dalam suatu tata 





, dalam bukunya 
Hukum Perkawinan dan Perceraian tujuan perkawinan 
yang relevan dan disadarkan kepada Al-Qur‟an yaitu : 
1. Bertujuan untuk membangun keluarga sakinah, 
disebutkan dalam Q.S. ar-Rum (30) : 21 yaitu : 
             
                 
            
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 
berfikir”77 
                                                 
75
 Timami dan Sohari Sarhani, Op.Cit., h.15. 
76
 Khoirul Abror, Op.Cit., h.59 
77
 Kementrian Agama RI, Op.Cit., h.572. 
 2. Bertujuan untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan 
manusia (reproduksi) atau mendapatkan keturunan, dan 
secara tidak langsung sebagai jaminan eksitensi Agama 
Islam
78
, sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa‟(4):1 yaitu : 
               
                  
      َلل             
 َلل            
Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah 
kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya 
Allah menciptakan isterinya; dan dari 
pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak. dan bertakwalah kepada Allah 
yang dengan (mempergunakan) nama-Nya 
kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. 
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.”79 
3. Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)80, 
sebagaimana difirmankan dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 187 
yaitu : 
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                   
               ُلل      
              
             ُلل     
                      
                  
              
  ِلل           ُلل   
          
Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari 
bulan puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu; mereka adalah pakaian 
bagimu, dan kamupun adalah pakaian 
bagi mereka. Allah mengetahui 
bahwasanya kamu tidak dapat menahan 
nafsumu, karena itu Allah mengampuni 
kamu dan memberi ma'af kepadamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan 
ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah 
untukmu, dan Makan minumlah hingga 
terang bagimu benang putih dari benang 
hitam, Yaitu fajar. kemudian 
sempurnakanlah puasa itu sampai 
 (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu 
campuri mereka itu, sedang kamu 
beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan 
Allah, Maka janganlah kamu 
mendekatinya. Demikianlah Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya kepada 
manusia, supaya mereka bertakwa”81 
4. Bertujuan untukmenjaga kehormatan82 , terdapat dalam 
Q.S. an-Nur (24) ayat 33 yaitu : 
                ُلل 
                 
                  
    ِلل                
                      
        َلل       
       
Artinya : “Dan orang-orang yang tidak mampu 
kawin hendaklah menjaga kesucian 
(diri)nya, sehingga Allah memampukan 
mereka dengan karunia-Nya. dan budak-
budak yang kamu miliki yang 
memginginkan perjanjian, hendaklah 
kamu buat Perjanjian dengan mereka, 
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 jika kamu mengetahui ada kebaikan pada 
mereka, dan berikanlah kepada mereka 
sebahagian dari harta Allah yang 
dikaruniakan-Nya kepadamu. dan 
janganlah kamu paksa budak-budak 
wanitamu untuk melakukan pelacuran, 
sedang mereka sendiri mengingini 
kesucian, karena kamu hendak mencari 
Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa 
yang memaksa mereka, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang 
(kepada mereka) sesudah mereka dipaksa 
itu”83 
5. Bertujuan ibadah84, hal ini dapat dipahami dalam Q.S. az-
Zariyat (51) ayat 56 yaitu : 
                 
Artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan 
manusia melainkan supaya mereka 
mengabdi kepada-Ku.”85 
6. Mempunyai tujuan perlindungan anak dalam keluarga86, 
tertera dalam Q.S. an-Nisa (4) : 9 yaitu : 
                
       َلل           
Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang yang seandainya meninggalkan 
dibelakang mereka anak-anak yang 
lemah, yang mereka khawatir terhadap 
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 (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah 
dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.”87 
7. Membina cinta dan kasih saying penuh romantika, 
kedamaian, toleransi yang tulus ikhlas diletakan atas dasar 
nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi
88
, Q.S. ar-
Rum (30) : 21 yaitu :  
             
                 
            
Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-
Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya 
diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir”89 
Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw, yang 
berbicara tentang tujuan perkawinan yang bertujuan 
untuk menata subjek untuk membiasakan pengalaman-
pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga menjadi 
pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab 
keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, 
ibu-bapak lah yang dikenal mula pertama oleh putra-
putri nya dengan segala perlakuan yang diterima dan 
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 dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan/kepribadian 
sang putra-putri itu sendiri.
90
 
Tujuan pernikahan ialah menurut perintah Allah 
untuk memperoleh keturunan yang sah dalam 
masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang 
damai dan teratur. Selain itu adapula pendapat yang 
mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam 
selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan 
rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk 
keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan 
dalam menjalani hidupnya didunia ini,juga mencegah 
perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman 




6. Pendapat Ulama Mengenai Perkawinan Beda Agama 
Pemahaman hukum  Islam, khususnya  dalam  
literatur  hukum  Islam klasik, Perkawinan   Beda  
Agama  dapat  dibedakan menjadi  tiga  kategori:  
Pertama, Perkawinan antara  seorang  pria  muslim  
dengan   seorang  wania  musyrik;  Kedua,  
Perkawinan   antara seorang  pria  muslim  dengan   
wanita  ahli  kitab;  dan  Ketiga,  Perkawinan   antara   
seorang wanita muslimah dengan  pria non muslim 
(sama adanya musyrik atau ahli kitab)
92
 
Pertama:  Perkawinan  antara  seorang  pria  
muslim dengan  seorang  wania  musyrik dan  
sebaliknya.  Para  ulama  sepakat  bahwa  seorang  
muslim diharamkan menikah  dengan seorang wanita 
musyrikah. Pendapat ini didasarkan  pada  QS. Al-
Baqarah (2) ayat 221: 
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                    
                 
                  
           ُلل          
                    
Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-
wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin 
lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. dan janganlah kamu 
menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia 
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan 
dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada 
manusia supaya mereka mengambil 
pelajaran”93 
Kemudian dalam surat al-Mumtahanah (60) : 10, yaitu : 
                  
                      
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                   
                     
                  
                 ِلل  
       ُلل      
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang 
berhijrah kepadamu perempuan-perempuan 
yang beriman, Maka hendaklah kamu uji 
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui 
tentang keimanan mereka;maka jika kamu 
telah mengetahui bahwa mereka (benar-
benar) beriman Maka janganlah kamu 
kembalikan mereka kepada (suami-suami 
mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal 
bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang 
kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan 
berikanlah kepada (suami suami) mereka, 
mahar yang telah mereka bayar. dan tiada 
dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu 
bayar kepada mereka maharnya. dan 
janganlah kamu tetap berpegang pada tali 
(perkawinan) dengan perempuan-perempuan 
kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang 
telah kamu bayar; dan hendaklah mereka 
meminta mahar yang telah mereka bayar. 
Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya 
di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui 
lagi Maha Bijaksana”94 
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 Kedua  ayat  di  atas  dengan   tegas  melarang   
pernikahan  seorang   muslin  dengan seorang  
musyrik baik  antara  laki-laki muslim  dengan  
musyrikah  maupun antara  laki-laki musyrik dengan  
seorang  musyrikah.  Sekalipun  masih terdapat  
penafsiran yang berbeda di kalangan   ulama  
mengenai   siapa  yang  dimaksud   dengan   wanita  
musyrik  yang  haram dinikahi. Ulama Tafsir 
menyebutkan bahwa  penafsiran wanita musyrik 
dalam  ayat tersebut adalah  wanita  musyrik Arab 
karena  pada  waktu Al-Quran turun  mereka  belum  
mengenal kitab suci dan  mereka  menyembah 
berhala.  Sebagaian yang  lainnya mengatakan 
bahwa wanita  musyrik itu tidak  hanya  terbatas  
pada  wanita  musyrik  Arab,  akan  tetapi  umum, 
mencakup  semua  jenis kemusyrikan  baik dari suku 
Arab atau  dari suku lain, termasuk  di dalamnya   
juga  penyembah  berhala,  penganut  agama   
Yahudi   dan   Nashrani, namun kebanyakan ulama 
berpendapat bahwa semua wanita  musyrik baik dari  
suku Arab atau pun non Arab, selain ahli kitab dari 
pemeluk Yahudi dan Nasrani.
95
 
Kedua,  perkawinan  antara  seorang  pria 
muslim dengan  wanita  ahli kitab, dikalangan para 
ulama terdapat perbedaan pendapat menanggapi 
permasalahan tersebut. Dari perbedaan pendapat itu 
sebagaimana dikemukakan oleh Ibrahim Hosen terdapat 
tiga pendapat yaitu : Pendapat pertama mengatakan 
bahwa menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) 
halal hukumnya. Demikian pendapat jumhur ulama dari 
kalangan madzhab empat, Utsman, Thalhah, Hudzaifah, 
Salman Dan Jabir. Demikian pendapat kedua 
mengatakan menikahi wanita ahli kitab haram 
hukumnya. Demikian pendapat Ibn Umar, Syi‟ah 
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 Imamiyah dan Zaidiyah. Pendapat ketiga mengatakan 
menikahi wanita ahli kitab halal hukumnya tetapi siasat 
tidak menghendakinya. Demikian pendapat sebagian 
ulama di antaranya Umar Ibn Al-Khaththab.
96
 
Pada literatur klasik didapatkan bahwa  
kebanyakan ulama  cenderung  membolehkan 
perkawinan tersebut  atau  paling tidak mereka  hanya  
menganggap makruh,  Pendapat pertama 
berargumentasikan pada  QS. Al-Maidah ayat 5 
yaitu :  
                 
                
                 
                      
                   
                   
Artinya : “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-
baik. makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan 
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. 
(dan Dihalalkan mangawini) wanita yang 
menjaga kehormatan diantara wanita-wanita 
yang beriman dan wanita-wanita yang 
menjaga kehormatan di antara orang-orang 
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 yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu 
telah membayar mas kawin mereka dengan 
maksud menikahinya, tidak dengan maksud 
berzina dan tidak (pula) menjadikannya 
gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir 
sesudah beriman (tidak menerima hukum-
hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan 
ia di hari kiamat Termasuk orang-orang 
merugi”.97 
Landasan  lain  yang   dijadikan   dasar   adalah   
apa   yang   pernah   dilakukan oleh Rasulullah saw dan  
beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw pernah  
menikah  dengan wanita  ahli kitab (Maria al-
Qibthiyah), Usman  bin Affan pernah  menikah  
dengan  seorang wanita  Nashrani  (Naylah  bint  Al-
Qarafisah Al-Kalabiyah), Huzaifah  bin  Al-Yaman  
pernah menikah  dengan  seorang  Yahudi,  sementara 




 Pendapat kedua berargumentasikan pada Q.S. 
Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10, yang 
menunjukan dengan jelas pria muslim dilarang menikahi 
wanita-wanita kafir. Sebagian  ulama  melarang  
pernikahan tersebut  karena  menganggap bahwa  ahli 
kitab (Yahudi dan  Nasrani)  itu termasuk  dalam 
kategori  musyrik,  khususnya   dalam   doktrin  dan   
praktik  ibadah   Yahudi  dan   Nashrani (Kristen) yang  
mengandung  unsur  syirik (trinitas), dimana   agama   
Yahudi  menganggap Uzair putera  Allah dan  
mengkultuskan  Haikal  Nabi  Sulaiman, sedangkan 
agama  Kristen juga menganggap Isa Al-Masih 
sebagai anak Allah dan  mengkultuskan  ibunya  
Maryam (Maria).
99
   




 Ibn Jarir at-Thabari,  Jami‟ al-Bayan fi Ta‟wil  Al-Quran,  (t.t : t.t 
, t.t) VI: 364, 
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 Suatu riwayat menjelaskan sebagai dikemukakan 
oleh Sayid Sabiq bahwa Ibn Umar pernah berkata tidak 
ada perbuatan syirik yang lebih besar dosanya kecuali 
wanita yang mengatakan Isa (Yesus Kristus) sebagai 
Tuhan atau sebagai oknum Tuhan.  
Pendapat ketiga berargumentasikan pada ungkapan 
Umar Ibn Al-Khathtab, bahwa Umar pernah berkata 
kepada para sahabat Nabi yang menikahi wanita ahli 
kitab “ceraikanlah mereka itu” Perintah Umar ini 
dipatuhi oleh para sahabat tersebut kecuali Hudzaifah. 
Umar mengulangi lagi perintahnya agar Hudzaifah 
menceraikan isterinya. Kemudian Hudzaifah berkata : 
Maukah engkau menjadi saksi bahwa menikahi ahli kitab 
haram hukumnya.? Umar berkata : Dia akan menjadi 
fitnah, “ceraikanlah”. Hudzaifah menyahut lagi : 
Maukah engkau menjadi saksi bahwa ia haram.? Umar 
menjawab lagi dengan singkat : “Ia adalah fitnah”. 
Akhirnya Hudzaifah berkata : Sesungguhnya saya tau 
bahwa ia adalah fitnah tetapi ia halal bagiku. Setelah 




Ketiga, perkawinan  antara  seorang  wanita 
muslimah dengan  pria non  muslim, para ahli hukum 
Islam menganggap perkawinan  tersebut dilarang oleh 
Islam, sama adanya calon suami dari ahli kitab 
(Yahudi dan  Kristen) atau  pun pemeluk  agama  lain 
yang mempunyai kitab  suci seperti  Hindu  dan  
Budha  atau  pun  pemeluk  agama  kepercayaan 
yang  tidak memiliki kitab suci. Hal itu didasarkan  
pada  QS. Al-Baqarah (2): 221 (Dan janganlah kamu 
nikahi perempuan  musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman 
lebih baik daripada perempuan  musyrik meskipun dia 
menarik hatimu…).101 





 Berdasarkan petunjuk yang ada dalam Al-
Qur‟an, ulama sepakat bahwa komunitas Yahudi dan 
Nasrani adalah ahli kitab. Walaupun demikian, mereka 
tidak sepakat mengenai perinciannya. Imam al-Syafi‟i 
berpendapat bahwa Ahli Kitab yang dimaksud Q.S. Al-
Ma‟idah (5) : 5 adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani 
keturunan orang-orang Israel; karena Nabi Musa dan 
Nabi Isa diutus khusus kepada mereka.
102
 
Pendapat ulama lainnya lebih luas, Al-
Syahristani berpendapat bahwa Ahli Kitab mencakup 
Yahudi dan Nasrani tetapi tidak terbatas pada keturunan 
Israel. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa yang 
dimaksud Ahli Kitab adalah seluruh kelompok manusia 
yang memercayai salah seorang nabi atau kitab suci 
yang diturunkan Allah (tidak terbatas pada Yahudi dan 
Nasrani). Muhammad Abduh berpendapat bahwa al-
Shabi‟in termasuk Ahli Kitab. Murid Abduh, 
Muhammad Rasyid Ridha, berpendapat lebih jauh. Ia 
berpendapat bahwa Majusi, Sabi‟in, penyembah berhala 
di India dan Cina (Hindu dan Budha, pen.) termasuk 
Ahli Kitab Karena kitab-kitab mereka mengandung 
ajaran tauhid.
103
 Pendapat ulama mengenai cakupan 
Ahli Kitab termasuk wilayah ijtihad yang sangat 




Pakar fikih dari mazhab Hanafi, Syafi‟I dan 
sebagian ulama Malikiah berpendapat bahwa hukum 
laki-laki muslim yang menikah dengan perempuan Ahli 
Kitab adalah makruh karena Umar Ibn al-Khaththab 
menganjurkan agar para sahabat (yang menikahi 
perempuan Ahli Kitab) menceraikan istri-istrinya yang 
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 berasal dari kalangan Ahli Kitab.
105
 Kemudian akan 
dijabarkan, pendapat ulama-ulama nusantara atau ulama 
di Indonesia yang menjadi rujukan lewat lembaga atau 
organisasi keagamaan yang mengeluarkan fatwa, yaitu : 
a. Fatwa MUI tentang Perkawinan Beda Agama 
Pada musyawarah Nasional II pada 26 Mei-1 Juni 
1980 (11-17 Rajab 1400 H), MUI menetapakan fatwa 
mengenai perkawinan campuran atau perkawinan beda 
agama. Dalam fatwa MUI tentang perkawinan campuran 
terdapat empat ayat Al-Qur‟an dan dua buah hadits yang 
dijadikan alasan. 
Pertama, Q.S. al-baqarah (2) : 221 tentang cegahan 
bagi laki-laki muslim menikah dengan wanita dari 
kalangan musyrik dan cegahan bagi wali untuk 
menikahkan wanita yang berada dibawah tanggung 
jawabnya dengan laki-laki dari kalangan orang musrik. 
Kedua, Q.S. al-Ma‟idah (5) : 5 tentang kebolehan laki-
laki muslim menikah dengan wanita dari kalangan Ahli 
Kitab. Walaupun demikian, MUI tidak menjelaskan 
cakupan Ahli Kitab yang dalam ayat tersebut, 
sebagaimana telah diperdebatkan oleh pakar fikih 
sebelumnya. 
Ketiga, Q.S. al-Mumtahanah (60):10 tentang cegahan 
bagi orang-orang beriman untuk mengembalikan 
perempuan dari kalangan muslimah kepada suami 
mereka yang berasal dari kalangan orang kafir Karena 
perempuan muslimah tidak halal menikah dengan laki-
laki yang kafir, dan laki-laki muslim dilarang 
memperthankan perkawinan dengan perempuan dari 
kalangan kafir. Keempat, Q.S. at-Tahrim (66) : 6 tentang 
perintah bagi orang-orang beriman untuk memelihara 
dan menjaga diri sendiri serta keluarganya dari 
perbuatan-perbuatan yang dapat membawanya kepada 
siksa neraka.  
Kelima, sabda Nabi Muhammad Saw. Yang 
diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani tentang nikah 
sebagai bagian (setengah) dari ajaran agama dan kita 
diperintahkan berhati-hati terhadap sisanya yang lain. 
Keenam, sabda Nabi Muhammad Saw. Yang diriwaytkan 
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 oleh Imam Al_aswad Ibn al-Sura‟I tentang pentingnya 
pendidikan agama yang dilakukan oleh orang tua (ibu-
bapak) terhadap anak-anaknya Karena merekalah yang 
me membuat anaknya menjadi seorang Yahudi, Nasrani 
atau Majusi. 
Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan 
empat ayat Al-Qur‟an dan dua buah hadits Nabi 
Muhammad Saw., MUI dalam Munas II memfatwakan 
bahwa : pertama, hukum perkawinan perempuan dari 
kalangan muslimah dengan laki-laki yang bukan 
beragama Islam adalah haram; dan kedua, hukum 
perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan 
yang bukan dari kalangan muslimah (termasuk dengan 
perempuan dari kalangan ahli kitab) adalah haram.
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Setelah mempertimbangkan maslahat-mafsadat, MUI 
berkesimpulan bahwa mafsadat yang akan ditimbulkan 
dari perkawinan muslimah (termasuk dengan perempuan 
dari kalangan Ahli Kitab), lebih besar dibandingkan 
dengan manfaatnya. Dengan demikian, MUI menetapkan 
keharaman perkawinan laki-laki muslim dengan 
perempuan non-muslim atas dasar pertimbangan 
mashlahat. 
b. Keputusan NU tentang Perkawinan Beda Agama 
Salah satu keputusan Muktamar NU dipondok 
pesantren krapyak adalah hukum perkawinan beda 
agama. Berdasarkan Himpunan Keputusan Bathsul 
Masa‟il PWNU Jawa Timur, keputusan tersebut 
diperkirakan ditetapkan antara 1979-1986. Dengan 
demikian, keputusan BM-NU tentang pernikahan beda 
agama juga merupakan respons terhadap UU Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 ayat 
1. 
Perjalanan secara historis, BM-NU telah 
menetapkan hukum perkawinan beda agama sejak 1962 
(jauh sebelum pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan), yaitu Muktamar NU 1962 dan 
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 keputusan tersebut kemudian dikuatkan lagi dalam 
Muktamar Thariqah Muktabarah 1968.
107
 NU 
menetapkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan 
perempuan bukan muslimah, dan perkawinan 
perempuan muslimah dengan laki-laki muslim, adalah 
tidak sah. Alasan yang digunakan adalah pendapat 
ulama yang terdapat dalam enam kitab : (1) al-
Syarqâwi: Syarah dan Matannya; (2) al-Muhadzdzab fi 
Fiqh Madzhab al-Imâm al-Syâfi‟I karya al-Syirazi; (3) 
al-Umm karya Muhammad Ibn Idris al-Syafi‟i; (4) 
Ahkam al-Fuqohâ; (5) al-Majmû Syarh al-Muhadzdzab 
karya al-Nawawi; dan (6) Tanwîr al-Qulûb.
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c. Fatwa Muhammadiyah tentang Perkawinan Beda Agama 
Pada 1990 diadkan Muktamar Tarjih 
Muhammadiyah di Universitas Mumamaddiyah Malang 
(UMM). Dalam menetapkan hukum perkawinan antar 
agama, Majelis Tarjih menjadikan tujuh ayat al-Qur‟an, 
dan satu kaidah fikih sebagai dalil hukum. 
Pertama, Q.S. al-Baqarah (2) : 120 tentang 
cegahan mengikuti Yahudi dan Nasrani; Karena Yahudi 
dan Nasrani tidak akan pernah rida kepada kita, kecuali 
setelah kita mengikuti agama mereka. Kedua, Q.S. al-
Ma‟idah (5) : 72-73 tentang penegasan Allah bahwa 
seseorang atau kelompok orang yang meyakini bahwa 
al-Masih Ibn Maryam adalah Allah dan Allah adalah 
salah seorang dari yang tiga (trinitas), termasuk orang-
orang kafir dan musyrik. 
Ketiga, Q.S. Ali-Imran (3) 113 tentang adanya 
keyakinan dan perbuatan Ahli Kitab, sebagian Ahli 
Kitab masih ada yang berlaku lurus
109
, yaitu beriman 
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Kementrian Agama, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ahli Kitab 
 kepada Allah dan hari akhir, melakukan amar ma‟ruf 
dan nahyi munkar, serta bersegera dalam berbuat 
baik.
110
 Keempat, Q.S. al-Bayinah (98) : 1 dan 6 tentang 
pernyataan Allah bahwa orang-orang kafir dari kalangan 
Ahli Kitab dan musyrik tidak akan meninggalkan agama 
mereka kecuali setelah datang bukti (rasul Allah dan 
kitab); dan orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab 
dan musyrik akan ditempatkan di neraka selamanya. 
Kelima, hadis Nabi Muhammad Saw, yang 
menjelaskan empat pertimbangan dalam menikah: (1) 
harta, (2) keturunan atau nasab; (3) kecantikan; (4) 
agama. Agama harus dijadikan pertimbangan utama 
dalam melakukan pernikahan.
111
 Keenam, kaidah fikih 
yang digunakan adalah sadd al-dzarîat, yaitu 
meninggalkan sesuatu yang akan membawa kerusakan 
lebih diutamakan atas sesuatu yang mendatangkan 
manfaat (dar‟al-mafâsid muqaddam „ala jalb al-
mashâlih). 
Setelah mempertimbangkan ayat-ayat Al-
Qur‟an, Hadis Nabi, dan kaidah fikih, Majelis Tarjih 
Muhammadiyah menetapkan bahwa : (1) laki-laki 
muslim diharamkan menikah dengan perempuan bukan 
muslimah; dan (2) perempuan muslimah diharamkan 
menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, Putusan 
ini dipengaruhi oleh pertimbangan maslahat-mafsadat, 
seperti dilakukan oleh MUI dalam Musyawarah 




Pada laporan seksi 1 (Tuntunan Menuju 
Keluarga Sakinah) Mukhtamar Majelis Tarjih 
Muhamaddiyah (11-16 Februari 1989 atau 6-10 Rajab 
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 1409 H) di Malang diterangkan mengenai tiga 
penafsiran penting sebagai bahan pertimbangan dalam 
menentukan hukum perkawinan beda agama. Pertama, 
penafsiran yang berhubungan dengan keyakinan: (1) 
sejak Nabi Muhammad Saw menjadi rasul, tidak ada 
agama yang harus dianut kecuali Islam; (2) sejak 
kerasulan Nabi Muhammad Saw, tidak ada lagi Ahli 
Kitab; (3) semua penganut selain agama Islam adalah 
musyrik dan kafir. Dengan penafsiran tersebut sebagai 
pertimbangan, akhirnya Majelis Tarjih menetapkan 
bahwa perkawinan antara orang Islam dengan orang 
yang bukan Islam adalah haram.
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Kedua, dilihat dari segi maslahat-mafsadat, 
peserta muktamar menjelaskan bahwa seorang laki-laki 
muslim yang menikah dengan perempuan bukan 
muslimah akan mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, yaitu 
mendidik anak-anaknya secara Islam karena 
kesempatan bergaul anak-anak lebih banyak dengan 
ibunya. Kesulitan itu akan diperparah lagi apabila 
istrinya (ibu anak-anak) masih fanatik terhadap 
agamanya.
114
 Ketiga, peserta muktamar mengusulkan 
agar setiap orang yang akan masuk Islam hendaknya 
diteliti maksud dan tujuannya yaitu, apakah karena 
kebenaran Islam dalam keyakinannya atau untuk 
melakukan perkawinan. Peserta muktamar menetapkan 
dua hal: (1) laki-laki yang masuk Islam Karena ingin 
menikah dengan perempuan yang berasal dari kalangan 
muslimah, harus ditolak; dan (2) perempuan yang 
memeluk Islam karena akan menikah dengan laki-laki 
dari kalangan muslim, maka laki-laki yang menikahinya 
berkewajiban membinanya secara Islam.
115
  
                                                 
113
 Dalam Laporan seksi I (Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah) 
Muktamar Majelis Tarjih Muhamaddiyah (11-16 Februari 1989 atau 6-10 





 Masukan-masukan dari peserta muktamar juga 
dilengkapi dengan kaidah lain yang dijadikan alasan, 
yaitu hukum berkembang dan berubah karena 
perkembangan serta perubahan zaman dan tempat (al-
hukm yadûr ma‟a al-zamân wa  al-makân). Majelis 
Tarjih Muhamaddiyah mengharamkan perkawina laki-
laki muslim dengan perempuan bukan muslimah 
(termasuk ahli kitab) dan perkawinan seorang laki-laki 
yang masuk Islam (karena perkawinan semata) dengan 
perempuan muslimah atas dasar pertimbangan 
maslahat-mafsadat secara sosial, yaitu perkawinan 
sering kali dijadikan media oleh orang bukan muslim 
untuk melakukan pemurtadan. 
Sejalan dengan keputusan Muhammadiyah 
mengenai perkawinan antar agama (beda agama) 
dipengaruhi oleh dua pertimbangan: (1) pertimbangan 
akademis, mereka menetapkan bahwa Yahudi dan 
Nasrani yang dijelaskan dalam Al-Qur‟an sudah tidak 
ada lagi setelah kerasulan Muhammad Saw,; dan (2) 
pertimbangan sosiologis, yaitu pemurtadan terhadap 
muslimah yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan 
Islam. 
d. Pendapat A.Hassan dan Persis Tentang Perkawinan Beda 
Agama 
Pendapat A.Hassan menanggapi dua pertanyaan 
yang berada dalam satu topik perkawinan beda agama, 
yaitu pertanyaan mengenai hukum seorang Nasrani 
kawin dengan muslim, dan hukum laki-laki muslim 
menikah dengan perempuan bukan muslimah. Dalam 
menjawab dua pertanyaan hukum seorang laki-laki 
Nasrani menikah dengan perempuan Muslim dan laki-
laki Muslim menikah dengan perempuan bukan 
muslimah, A. Hassan menjadikan Q.S. al-Ma‟idah (5) : 
5 tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan 
perempuan yang berasal dari kalangan Ahli Kitab 
sebagai dasar argumentasinya. Berdasarkan ayat 
tersebut, A.Hassan menjelaskan bahwa laki-laki muslim 
 diperbolehkan menikah dengan perempuan yang berasal 
dari kalangan Ahli Kitab. 
Setelah itu, A.Hasan menambah argumentasinya 
dengan menjelaskan bahwa Hudzaifah Ibn al-Yaman 
menikahi perempuan yang bukan dari kalangan 
muslimah. Menurutnya, perbuatan sahabat Nabi Saw 
yang menikahi perempuan bukan dari kalangan 
muslimah itu menguatkan Q.S. al-Ma‟idah (5) : 5 
tersebut. Selanjutnya A. Hasan menjelaskan bahwa laki-
laki yang bukan beragama Islam tidak dibenarkan atau 
tidak sah menikah dengan perempuan yang berasal dari 
kalangan muslimah karena hal itu tidak dibenarkan Al-
Qur‟an, sunah dan tidak ada contoh dari sahabat Nabi 
Saw., yang berupa amaliah atau perbuatan.
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Yusuf Badri menjelaskan bahwa Persis 
berkesimpulan : (1) hukum pernikahan perempuan 
muslimah dengan laki-laki bukan muslim adalah haram; 
dan hukum pernikahan laki-laki muslim dengan 
perempuan Ahli Kitab adalah boleh atau halal; (2) akan 
tetapi, karena perkawinan yang dilakukan antara laki-
laki muslim dengan perempuan ahli kitab atau 
sebaliknya sering dijadikan alat oleh orang-orang yang 
bukan Islam untuk melakukan pemurtadan, Persis 
menetapkan bahwa pernikahan beda agama harus 
dijauhi dan akhirnya ditetapkan bahwa hukum 
pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan dari 




B. Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Positif 
Sejak keambrukan Orde Baru, sebagian produk 
penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia 
terkesan semakin menjauh dari roh ideologi bangsa, bahkan 
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 sebagian orang mengatakan cacat ideologis. Cacat ideologis 
dimaksud adalah sebagian produk undang-undang dan 
peraturan pelaksanaannya hingga aturan daerah di daerah-
daerah terkesan tercerabut dari fakta keberagamaan sosial, 
budaya, agama, suku bangsa, dan norma-norma lokal nusantara 




Pernikahan itu diatur di Indonesia bahkan sebelum 
Indonesia merdeka, yaitu diatur dalam Undang-Undang 
peninggalan penjajah. Setelah merdeka, dan Indonesia 
menganut ideologi Pancasila. Peraturan yang mengatur 
mengenai pernikahan diatur dalam Undang-Undang No.1 
Tahun 1974 dengan beberapa tahap sebelum disahkan. 
Pernikahan antar pemeluk agama tidak diatur dalam  Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975.
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 Pernikahan beda agama merupakan salah satu 
permasalahan yang mengalami pro kontra yang tak kunjung 
usai. Mereka yang memilih hidup dengan pasangan beda agama 
dipandang penulis, merasa termarginalkan dengan peraturan 
yang ada di Indonesia padahal diberi kebebasan dengan adanya 
Pasal 35 Adminduk. Dan mereka mengupayakan eksitensi dan 
legalitas nya dengan pengajuan  di MA, draft CLD-KHI, 
bahkan ke MK dengan judicial review. Maka sebelum itu, akan 
di jabarkan beberapa hal yang mendukung yaitu : 
 
 
1. Hukum Perkawinan yang Berlaku di Indonesia 
Perkawinan merupakan salah satu ajaran penting 
dalam syari‟at sehingga mendapat perhatian khusus dari 
kalangan ulama dan politikus muslim Indonesia. 
Sebelum merdeka, di Indonesia sudah ada dua lembaga 
perkawinan yang eksis (yaitu Kantor Urusan Agama 
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 [KUA] dan Pengadilan Agama [PA]), namun keduanya 
masih memerlukan hukum materiil dan formal. Sejak 




Pada zaman kemerdekaan, telah dibentuk enam 
undang-undang yang secara langsung mengatur 
Peradilan Agama (struktur dan kekuasaannya), yaitu 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1952 tentang Peraturan untuk 
menghadapi kemungkinan hilangnya Surat Keputusan 
dan Surat Pemeriksaan Pengadilan ; Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang 
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah 
Luar Jawad an Madura; Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
Undang-Undang ini diikuti dengan pemberlakuan 
sejumlah Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, 
Keputusan Mahkamah Agung, termasuk Inpres Nomor 




Tahun 1974 merupakan awal terbentuknya 
unifikasi tentang perkawinan yang ditandai dengan  
Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). Sebelum 
berlakunya UU Perkawinan ini, di Indonesia terdapat 
bermacam-macam peraturan yang mengatur perkawinan 
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 Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, maka teori receptie seperti 
yang diajarkan di zaman Hindia Belanda menjadi hapus 
sendirinya. Teori receptie adalah teori yang menyatakan 
bahwa Hukum Islam baru berlaku di Indonesia untuk 
penganut agama Islam, apabila sesuatu hukum Islam 
telah nyata-nyata diresepsi oleh Hukum Adat. Adanya 
pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan 
ini menghilangkan keragu-raguan untuk menerima 
bahwa Hukum Islam telah langsung menjadi sumber 




Munculnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan, menurut Mahadi, telah 
sampailah ajal teori “iblis” receptie tersebut. Ia 
mengutip Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa : 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 
ketentuan hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu”. Dengan demikian, hukum agama 
Islam menjadi sumber hukum yang langsung tanpa 
harus mealui hukum adat dalam menilai apakah suatu 
perkawinan sah atau tidak. Jadi secara yuridis formal, 
hukum Islam dalam perkawinan dan segala akibat 
hukum yang ditimbulkannya telah berlaku.
124
 
Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia 
dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksananya, 
maka sejak 1 Oktober 1975 hanya ada satu peraturan 
perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara 
Indonesia tanpa melihat golongan nya masing-masing. 
Hal ini dengan tegas disebut dalam Pasal 66 Undang-
Undang Perkawinan yang menentukan bahwa dengan 
berlakunya Undang-Undang ini, maka ketentuan-
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 ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (Buegerlijk Wetboek) Ordonansi 
Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie 
Christen Indonesier Stb. 1933 November. 74), Peraturan 
Ordonantie Campuran, Gereling op Desember Gemegde 
Huwelijk Stb. 1989 November. 158, dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh 




Di samping ketentuan tersebut diatas tentang 
masih tetap berlaunya hukum Perkawinan Islam bagi 
mereka yang beragama Islam, secara tegas disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila 
dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 
dan kepercayaannya. Dengan demikian maka hal-hal 
yang belum diatur dan tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Perkawinan ini, tetap berlaku menurut 




Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad 
Daud Ali, bahwa UUP yang mulai berlaku efektif 1 
Oktober 1975 mempunyai 3 (tiga) ciri khas kalua 
dibandingkan dengan Undang-Undang atau hukum 
perkawinan sebelumnya, yaitu :
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1) Asasnya bahwa dalam UUP asasnya adalah Agama, 
Agama atau hukum agama yang dipeluk oleh 
seseorang yang menentukan sah atau tidaknya suatu 
perkawinan. Pasal 2 ayat (1) : “Perkawinan adalah 
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu”. 
2) Tujuannya sesuai dengan Pasal 1 bahwa “Tujuan 
perkawinan adalah untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
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 Nurul Hakim,t.t, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif UU No.1 
Tahun 1974 dan PPNo.10 Tahun 1983, t.t, h.3. 
 Ketuhanan Yang Maha Esa”. Membentuk keluarga 
bahagia itu, dalam penjelasannya berkaitan erat 
dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan 
(keturunan yang menjadi hak dan kewajiban 
(kedua) orang tua. 
3) Sifatnya, yakni mengangkat harkat dan dengan 
(kedudukan) kaum wanita yakni para istri dengan 
adanya ungkapan jelas dalam Undang-undang 
tersebut bahwa hak dan kedudukan suami adalah 
seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam 
kehidupan keluarga dan masyarakat. 
Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam 
Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka bagi warga negara 
Indonesia yang beragama Islam apabila hendak 
melakukan perkawinan supaya sah harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah 
diatur dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga 
wajib bagi mereka yang beragama Nasrani, Hindu dan 
Budha, hukum agama merekalah yang menjadi dasar 
pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.
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Persoalan yang muncul adalah perkawinan 
antara mereka yang berbeda agama, sebab pelaksanaan 
perkawinan bagi yang berbeda agama tidak ada 
ketentuannya baik dalam Undang-Undang Perkawinan 
maupun dalam peraturan pelaksanaannya. Dengan 
melihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, maka 
sebetulnya tujuan diadakan ketentuan tersebut diatas 
adalah untuk menghindari konflik hukum adat, antar 
hukum agama dan hukum antar golongan.
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Melihat Pasal 40 dan 44 Kompilasi yang perlu 
diperhatikan adalah bunyi Pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) bahwa perkawinan adalah 
sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi kalua 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adalah 
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 merupakan hasil ijtihad atau inovasi hukum dalam 
menafsirkan ketentuan Al-Qur‟an yang bersifat kolektif, 
ia merupakan hukum yang harus dipedomi bagi umat 
Islam Indonesia. Walhasil, perkawinan antar pemeluk 
agama Islam dan non-Islam tidak diperbolehkan secara 




Apabila terjadi perkawinan antara dua orang 
yang berbeda agama, maka terlebih dahulu harus 
diadakan pemilihan agama dan kepercayaan yang 
mereka peluk. Tanpa menentukan sikap atas agama dan 
kepercayaan lebih dahulu, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 2 ayat (1) tidak mungkin dapat dilakukan 
perkawinan, sebab tidak mungkin sekaligus 
dipergunakan dua ketentuan hukum agama dan 
kepercayaannya.
131
 Karena bagaimanapun sifat 
universalnya aturan agama, antara yang satu dengan 
yang lain tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dan 
kaidah hukum yang mengatur tatacara, persyaratan dan 
rukun-rukun yang melandasi upacara perkawinan di 
antara agama-agama tadi. Sedang penentuan sah 
tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama masing-
masing. Oleh karena itu jika terjadi perkawinan diantara 
dua pihak yang berlainan agama dan kepercayaannya 
mau tidak mau mereka harus menentukan pilihan salah 
satu agama dari kelainan agama yang mereka peluk.
132
 
a. Perkawinan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum 
Islam 
Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama 
dan keyakinan masing-masing. Dengan kata lain, tafsiran 
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 dan penjabaran sudah dilakukan oleh MUI, 
Muhamaddiyah, NU dan Persis.
133
 
Pada 1991 telah diberlakukan Kompilasi Hukum 
Islam dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 
tentang penyebarluasan KHI untuk dijadikan pedoman 
bagi pihak-pihak yang memerlukan. KHI pada dasarnya 
merupakan penguatan terhadap keputusan ormas Islam 
mengenai pernikahan beda agama.
134
 
Kompilasi hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa 
seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikah 
dengan perempuan karena salah satu dari tiga alasan
135
 :  
1) Perempuan yang bersangkutan masih terikat satu 
perkawinan dengan laki-laki lain; 
2) Perempuan yang bersangkutan masih berada 
dalam waktu tunggu atau iddah; dan 
3) Perempuan yang bersangkutan tidak beragama 
Islam. 
KHI dapat dipahami memberi ketentuan 
bahwa seorang laki-laki muslim diharamkan 
menikah dengan perempuan yang bukan muslimah 
(termasuk Ahli Kitab).
136
 Dalam KHI juga 
ditetapkan bahwa perempuan yang beragama Islam 




b. Perkawinan Beda Agama Menurut Draf Kompilasi 
Hukum Islam Tahun 2004 
      Pada 2004, Departemen Agama (Sekarang; 
Kementrian Agama) yang dimotori oleh Siti Musdah 
Mulia dan kawan-kawan telah menghasilkan Draf 
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 Kompilasi Hukum Islam Pasal 44. 
138
 Loc.Cit. 
  Sebagaimana diketahui bahwa UDHR 
(Universal of Human Right) terdapat pasal yang 
menyatakan bahwa agama tidak menjadi penghalang 
keabsahan perkawinan.
139
 Dalam UDHR ditetapkan 
: 
 “(1) Men and Women of full age, without any 
limitation due to race, nationality or religion, have 
the right to marry and to found a family. They are 
entitled to equal rights as to marriage, during 
marriage and at its diddolution.”140 
Atas dasar UDHR tersebut, para perumus KHI Tahun 
2004 menetapkan: 
1) Perkawinan beda agama dibolehkan selama masih 
dalam batas-batas untuk mencapai tujuan 
perkawinan; 
2) Perkawinan beda agama dilakukan berdasarkan 
prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak 
kebebasan menjalankan ajaran agama masing-
masing; dan 
3) Kedua calon mempelai perlu memperoleh pengertian 
dan penjelasan mengenai perkawinan beda agama 
sehingga menyadari segala kemungkinan yang akan 





2. Gambaran Pernikahan Beda Agama di Indonesia 
Pernikahan Beda Agama di Indonesia bias dilihat 
dari maraknya penyelundupan hukum hingga 
yurisprudensi Mahkamah Agung, yaitu : 
a. Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama di 
Indonesia 
Guru besar hukum perdata Universitas Indonesia , 
Wahyono Darmabrata menjabarkan ada empat cara 
penyelundupan hukum yang ditempuh pasangan beda 
agama. Empat cara tersebut adalah : 
1) Meminta penetapan pegadilan 




 UDHR Pasal 16 ayat 1 
141
 Draf KHI Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1-3. 
 2) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing 
agama 
3) Penundukan sementara pada salah satu agama, dan 
4) Menikah diluar negeri.142 
Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama 
secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang 
Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan 
terjadinya ketidakpastian hukum. Apabila benar-benar 
terjadi kasus seperti itu, maka status hukum perkawinan 
tersebut menjadi tidak jelas.
143
  Alhasil mulai dari publik 
figur sampai para penganggur, dari kalangan selebritis 
sampai para pengemis berbondong-bondong melakukan 
pernikahan beda agama. Bahkan tidak tanggung-
tanggung Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi 
Agama dan Perdamaian (ICRP) disamping telah 
melangsungkan perkawinan beda agama, ia juga telah 




Sejalan dengan perkembangan hukum perkawinan 
melihat kejadian di masyarakat tentang fenomena sosial 
yang menjadi peristiwa hukum terkait dengan maraknya 
pemberitaan, baik melalui media televis, radio, online 
maupun media cetak tentang pasangan Asmirandah (24 
Tahun) dan Jonas Rivanno (26 Tahun) yang merasa 
terusik dengan kabar mereka melangsungkan pernikahan 
pada 17 Oktober 2013. Sesuai pernyataan mereka berdua 
dalam jumpa pers di kediamannya, selasa 29 Oktober 
2013 untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Ada hal yang 
disembunyikan sehingga mengusik awak media dan 
masyarakat untuk mencari tahu kebenaran kabar yang 
berkembang. Akan tetapi mereka berdua sepakat 
menyampaikan bantahan langsung soal berita antara 
Asmirandah dan Vanno (nama panggilan) katanya: 
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 “jangankan menikah, mendaftar di KUA pun belum 
dilakukan…rencana akan menikah pada Januari 2014”145 
Selintas fakta-fakta pernikaan antara 
Asmirandah dan Jonas Rivanno antara lain
146
: 
1) Ada perbedaan antara pernyataan Asmirandah dan 
Jonas, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 tidak 
terjadi apa-apa. Namun fakta-fakta pernikahan 
sebagaimana dikemukakan oleh Sobari seorang 
petugas PPN yang bekerja mulai tahun 1980 
menyatakan; “memastikan pernikahan tersebut 
memang benar, yakni pada hari kamis, 17 Oktober 
2013, jam 09.00 wib. Mengenai kabar jonas telah 
masuk Islam, Sobari tidak tahu persis, namun ia 
mendapatkan informasi yang berkembang telah 
diIslamkan oleh Ustad Mahari Madarif dari Masjid 
An Nur pada Agustus tahun lalu. 
2) Fakta lainnya, bahwa mereka berdua, menurut Hj. 
Suherni, bahwa Andah telah melakukan pendaftaran 
pernikahan sejak tanggal 10 Oktober tahun 2013. 
Kemudian memastikan bahwa tanggal 17 Oktober 
2013 mereka telah menikah sesuai dengan surat 
keterangan yang tercatat register kearsipan di 
Kelurahan Tanah Baru Depok Jawa Barat. 
Fakta lain terkait dengan pelaksanaan 
pernikahan antara Andah dan Vanno menjadi tidak 
jelas, ketika ditelusuri melalui pendapat Saiful 
Miftah seorang pegawai KUA Beji Depok 
membantah bahwa tidak ada pernikahan pada 
tanggal 17 Oktober 2013, bahkan yang ia tahu 
rencana pernikahan pada tanggal 10 – 11 Januari 
2014. Perbedaan pendapat ini lebih mengarah 
kebenarannnya pendapat Hj. Suherni, mengingat 
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 datanya jelas, sedang pendapat kedua hanya seorang 
pegawai KUA dan bukan seorang pengambil 
kebijakan atau Kepala KUA atau Humas dari KUA 
tsb. Hal ini bisa dipertanggungjawabkan berkaitan 
dengan penyampaian informasi terkait persoalan 




Mencermati kasus antara Asmirandah 
dengan Jonas Rivanno yang telah memasuki babak 
pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan 
Agama Depok. Bahwa Asmirandah melalui kuasa 
hukumnya pada tanggal 7 November 2013 
mengajukan pembatalan pernikahan dengan nomor 
registrasi perkara No.: 2390/pdt/g/2013/-PA.dpk. 
Hal ini setelah diterima oleh Entoh Abdul Fatah, 
Panitera Pengadilan Agama Depok. Sejalan dengan 
keterangan yang diberikan oleh Suryadi selaku juru 
bicara PA Depok bahwa membenarkan adanya 
gugatan pembatalan pernikahan dengan alasan 
Andah merasa tertipu. Terkait pengaduannya, maka 
telah digelar Rabu, 27 November 2013 di PA 
Depok, tetapi tidak dihadiri oleh andah yang hanya 
menunjuk pengaacaranya Afdal Zikri dan Jonas 
diwakili Muhammad Nuzul Wibawa.
148
 
Pada perkembangan selanjutnya dalam kurun 
waktu setahun, pada tahun 2014 terjadi perubahan 
status perkawinan mereka. Bahwa Asmirandah 
malah yang pindah agama, oleh karena itu 
fenomena ini menjadi peristiwa hukum yang 
mengusik rasa keadilan, kepastian hukum. Juga 
ketidakberdayaan Pengadilan Agama Depok 
menuntaskan persoalan ini. Bahkan peristiwa ini 
menjadi pembiaran tanpa adanya sanksi baik 




 Asmirandah, Merasa dibohongi, batalkan pernikahan, Nyata, 1 
Desember 2013. h.2 
 adanya putusan pengadilan ataupun sanksi moral 
terhadap pasangan Jonas dan Asmirandah.
149
 
b. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) yaitu 
Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986. Putusan MA 
tersebut antara lain menyatakan bahwa Kantor 
Catatan Sipil saat itu diperkenankan untuk 
melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini 
bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan 
oleh Andy Vonny Gani P. (perempuan/Islam) dengan 
Andrianus Petrus Hendrik Nelwan (laki-
laki/Kristen)
150
 Yang pencatatan pernikahannya 
ditolak oleh pihak KUA dan Kantor Catatan Sipil.  
Putusan MA menyatakan bahwa dengan 
pengajuan pencatatan perkawinan di Kantor Catatan 
Sipil, maka Andy Vonny telah memilih untuk 
perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama 
Islam. Dengan demikian, Andi Vonny memilih untuk 
mengikuti agama Andrianus, maka Kantor Catatan 
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 3. Pencatatan Perkawinan bagi Pasangan Beda Agama 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan 
bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan yang 
dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-
masing”. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa “tiap-
tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dalam UU Nomor 1 Tahun 
1974 ditetapkan : pertama, perkawinan yang dilakukan 
menurut agama dan kepercayaannya pihak-pihakyang 
melakukan perkawinan adalah sah, dan kedua, tiap-tiap 




Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 




1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh 
pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang 
Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. 
2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan 
oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor 
Catatan Sipil. 
Pengaturan pencatatan perkawinan beda agama di 
Indonesia saat ini disinggung dalam Pasal 35 huruf a jo. 
Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”).154 
Berikut beberapa pasal UU Adminduk mengenai pencatatan 
perkawinan :  
Pasal 34 UU Adminduk
155
 : 
(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada 
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 Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang 
Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil, (Bandung: Fokusmedia, 
2011), h.23 
 Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling 
lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. 
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta 
Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan. 
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri. 
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada 
KUAKec. 
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib 
disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam 
waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan 
perkawinan dilaksanakan.  
(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan 
Sipil. 
(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat(1) dilakukan pada UPTD Instansi 
Pelaksana. 
Pasal 35 UU Adminduk
156
 : 
Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 berlaku pula bagi: 
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan 
b. Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di 
Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang 
bersangkutan. 
Penjelasan Pasal 35 huruf a
157
: 
Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh 
Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat 
yang berbeda agama. 
Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan yang 
ditetapkan oleh pengadilan dapat dilihat dalam 
penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk.Yaitu 
perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda 
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 agama. 
158
 Jika perkawinan beda agama tersebut antara 
pasangan agama non-Islam dan non-Islam, maka jelas 
pencatatannya dilakukan di KCS. Akan tetapi bagaimana 
dengan perkawinan beda agama di mana salah satu 
mempelainya beragama Islam. Untuk itu kita dapat 
merujuk pada pengaturan yang terdapat pada Peraturan 
Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(“PP 9/1975”). 
Pada Pasal 2 ayat (1) PP 9/1975 dikatakan bahwa 
pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan 
perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh 
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan 
Nikah, Talak dan Rujuk (yaitu KUA). Melihat dari pasal 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya perkawinan 
yang dilangsungkan menurut agama Islam yang 
dicatatkan di KUA. Ini berarti perkawinan beda agama, 
jika dilakukan dengan penetapan pengadilan, dicatatkan 
di Kantor Catatan Sipil.
159 
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 BAB III 
PUTUSAN PERKARA MK NO.68/PUU-XII/2014  
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA 
 
G. Pihak-Pihak yang Mengajukan Permohonan Judicial 
Review 
Berdasarkan Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014 
yang telah diolah peneliti, maka  permohonan pengujian 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang diajukan oleh : 
1. Nama    :  Damian Agata Yuvens 
Pekerjaan   :  Konsultan Hukum 
Alamat   : Jalan Ratu Dibalau Nomor 24, RT 012, 
Kelurahan Tanjung Senang, 
Kecamatan Tanjung Senang, Kota 
Bandar Lampung, Provinsi Lampung. 
Sebagai   :  Pemohon I 
2. Nama    :  Rangga Sujud Widigda 
Pekerjaan   :  Konsultan Hukum 
Alamat   : Jalan Merpati I Blok H-2/23, RT 
008/RW 008, Kelurahan Bintaro, 
Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta 
Selatan, Provinsi Jakarta. 
Sebagai   :  Pemohon II 
3. Nama    :  Anbar Jayadi 
Pekerjaan   :  Mahasiswa 
Alamat : Jalan Empu Barada Nomor 1, RT 001, 
RW 003, Harjamukti, Cimanggis, 
Kota Depok, Jawa Barat. 
Sebagai   :  Saksi III 
4. Nama    :  Luthfi Sahputra 
Pekerjaan   :  Konsultan Hukum 
Alamat           :  Jalan Behdi IX. Kav. 125, Kelurahan 
Kebayoran Lama  Utara, Kecamatan 
Kebayoran Lama, Kota Jakarta 
Selatan, DKI Jakarta. 
 Sebagai   :  Saksi III 
Para Pemohon memilih domisilinya hukumnya di 
Jalan Kencana Permai 2 Nomor 4, Pondok Indah, Jakarta 
Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
H. Latar Belakang Pengajuan Permohonan Judicial Review 
Latar belakang pengajuan ini didasari atas : 
1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 menyatakan: 
“Perkawinan adalah 
sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan 
kepercayaannya itu.” 
2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 dapat 
dibedakan menjadi 2 (dua) 
tingkatan, yaitu: 
a. Tingkatan pertama 
Pada tingkatan ini, yang dibicarakan adalah keabsahan 
perkawinan yang ditetapkan oleh hukum nasional yang 
didasarkan pada hukum masing-masing agama dan 
kepercayaan. 
b. Tingkatan kedua 
Dalam tingkatan ini, penilaian terhadap keabsahan 
perkawinan dilakukan oleh masing-masing hukum 
agama dan kepercayaan. Kendatipun dapat dipisahkan 
berdasarkan tingkatan, namun pada esensinya kedua 
tingkatan ini merupakan satu kesatuan yang tak 
terpisahkan. Hukum agama dan kepercayaan telah “ganti 
baju” dan mendapatkan sumber formalnya dari negara 
(Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011: 165). 
3. Bahwa pengaturan di atas berimplikasi pada tidak sahnya 
perkawinan yang dilakukan di luar penafsiran negara 
atas masing-masing agama dengan kepercayaannya. 
Atau dengan kata lain, negara “memaksa” agar setiap 
warga negaranya untuk tunduk kepada suatu penafsiran 
yang dianut negara atas masing-masing agama/ 
kepercayaan. 
4. Bahwa pengaturan ini menyebabkan ketidakpastian 
hukum bagi orang-orang yang hendak melangsungkan 
 perkawinan di Indonesia, karena penerapan hukum 
agama dan kepercayaan sangatlah bergantung pada 
interpretasi baik secara individual maupun secara 
institusional. Contoh paling sederhana dapat dilihat dari 
perkawinan beda agama dan kepercayaan. Tiap agama 
dan kepercayaan memiliki pandangan yang berbeda 
mengenai perkawinan beda agama dan kepercayaan. 
Bahkan, dalam satu agama/kepercayaan saja bias 
terdapat pandangan yang berbeda mengenai 
diperbolehkan atau tidaknya perkawinan beda agama dan 
kepercayaannya. Akibatnya adalah tidak jelas stastus 
keabsahan perkawinan beda agama dan kepercayaan 
yang dijalani, apakah perkawinan nya sah atau tidak sah.  
5. Bahwa permasalahan diatas menjadi semakin rumit 
ketika memasukan kewajiban administratif dalam 
perkawinan, yaitu pencatatan (vide penjelasan umum UU 
Nomor 1/1974), kedalam formula. Dalam hal 
perkawinan dicatatkan, maka penilaian terhadap 
keabsahan perkawinan terjadi 3 (tiga) kali, yaitu :  
a. Oleh institusi agama dan kepercayaan, yang secara 
tidak langsung juga mempengaruhi penafsiran 
masing-masing individu ;  
b. Oleh para pihak yang hendak melangsungkan 
perkawinan dengan didasarkan pada perspektif 
masing-masing pihak mengenai hukum agamanya 
dan kepercayaannya ; dan 
c. Oleh pegawai pencatat perkawinan ketika melakukan 
penelitian mengenai syarat perkawinan  
6. Bahwa hal diatas menyebabkan kemungkinan terjadinya 
perbedaan persepsi mengenai keabsahan perkawinan 
antara institusi keagamaan dan kepercayaan dengan para 
pihak dan pegawai pencatat perkawinan. Sekali lagi hal 
ini dapat terjadi semata-mata karena setiap pribadi 
memiliki kebebasan penafsiran agamanya dan 
kepercayaan (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 
2009:6). 
7. Bahwa akibatnya adalah pelanggaran terhadap hak atas 
perkawinan yang sah yang diakui UUD 1945. 
 8. Bahwa lebih lanjut lagi, permasalahan mengenai 
keabsahan sebuah perkawinan ajan berdampak pada 
akibat hukum dari perkawinan. Hak dan kewajiban 
hukum dari suami-istri, maupun orang tua- anak baru 
timbul ketika perkawinan yang dilakukan adalah sah. 
Dengan tidak jelasnya keabsahan perkawinan, maka 
akibat hukum yang ditimbulkanpun menjadi tidak jelas. 
9. Bahwa masyarakat Indonesia-khususnya yang sudah dan 
sedang melangsungkan perkawinan tanpa mengikuti 
hukum agama dan kepercayaan-telah beradaptasi secara 
negatif untuk dapat menghindari keberlakuan Pasal 2 
ayat (1) UU Nomor 1/1974, yaitu dengan caran 
melakukan  penyelundupan hukum.  
10. Bahwa secara umum, terdapat 2 (dua) cara 
penyelundupan hukum yang digunakan, yaitu : 
a. Menyampingkan hukum nasional ; dan 
b. Menyampingkan hukum agama 
Pada opsi pertama, ada 2 (dua) modus yang digunakan, 
yaitu : 
a. Menundukan diri pada hukum perkawinan dari 
agama dan kepercayaan salah satu pihak ; dan 
b. Berpindah agama dan kepercayaan untuk sesaat 
sebelum melangsungkan perkawinan. 
11. Bahwa penyelundupan hukum, disatu sisi, merupakan 
perilaku yang “menyimpang”, namun disisi lain mungkin 
maraknya penyelundupan hukum menunjukan hilangnya 
kewibawaan hukum, dan bahkan menggambarkan 
hukum yang berlaku tidak sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan masyarakat. 
12. Bahwa keseluruhan uraian diatas jelas menggambarkan 
betapa keberadaan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 
justru membawa banyak masalah dalam konteks hukum 
perkawinan di Indonesia, dan oleh karena itu, sudah 
saatnya ketentuan ini diubah menjadi “perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
agama dan kepercayaannya itu, sepanjang 
penafsiran mengenai hukum agama dan 
 kepercayaannya itu diserahkan kepada masing-
masing calon mempelai.”  
13. Bahwa upaya untuk mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
UU Nomor 1/1974 tidak boleh dimaknai sebagai bentuk 
serangan terhadap agama atau kepercayaan tertentu, 
namun harus dipandang sebagai upaya untuk 
menyelamatkan dan melindungi pihak-pihak yang sudah, 
sedang, atau akan melangsungkan perkawinan yang 
kebolehannya masih dapat diperdebatkan berdasarkan 
hukum agama dan kepercayaan, misalnya seperti 
perkawinan beda agama dan kepercayaan- hal mana 
merupakan suatu kenyataan sosial yang tak dapat 
disangkal lagi. 
14. Bahwa perubahan yang frasa dari pasal 2 ayat (1) UU 
Noor 1/1974 tidak akan menyebabkan hilangnya aspek 
religius dalam konstelasi  hukum perkawinan di 
Indonesia karena keabsahan dari perkawinan masih 
harus didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan 
dari masing-masing mempelai. Hanya saja, hak untuk 
melakukan penafsiran mengenai keabsahan dari 
perkawinan diberikan kepada setiap warga negara yang 
hendak melangsungkan perkawinan. 
15. Bahwa warga negara yang hendak melangsungkan 
perkawinan beda agama dan kepercayaan dalam 
melakukannya tanpa perlu melakukan penyelundupan 
hukum dan tanpa ada kehawatiran perkawinannya tidak 
dicatatkan. Disisi lain, warga negara yang tidak 
melangsungkan perkawinan beda agama dan 
kepercayaanpun tetap terakomodasi degan baik 
kepentingannya. Dengan kata lain, hak konstitusional 
seluruh warga negara Indonesia menjadi terjamin dan 
terpenuhi dengan adanya keadaan baru ini. 
16. Bahwa sudah saatnya negara diposisikan pada tempat 
yang seharusnya dalam konteks perkawinan. Jangan 
biarkan negara melalui aparaturnya menjadi “hakim” 
mengenai hukum agama dan kepercayaan dalam bidang 
perkawinan. Membiarkan negara melakukan hal ini, 
berarti membiarkan negara melakukan pelanggaran 
 terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional dari 
seluruh warga negara Indonesia.  
Jangan biarkan negara Pancasila ini kehilangan arahnya! 
 
I. Alasan Hukum Pengajuan Permohonan Judicial Review  
Bahwa permohonan a quo dibagi menjadi 2 (dua) 
bagian, yaitu alasan dalam uji materiil dan alasan uji formil.  
1. Alasan uji materiil didalam permohonan a quo adalah 
sebagai berikut : 
a. Penghakiman yang dilakukan oleh negara terhadap 
warga negara yang melangsungkan perkawinan 
melalui Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 
merupakan pelanggaran terhadap hak beragama 
yang diakui melalui Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 E 
ayat (2), Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) 
UUD Negara Republik Indonesia 1945. 
b.  Pembatasan dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 1/1974 
melannggar hak untuk melangsungkan perkawinan 
yang sah dan hak untuk membentuk keluarga 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 
1945; 
c. Norma dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 
membuka ruang penafsiran yang amat luas dan 
menimbulkan pertentangan antar norma sehingga 
tidak dapat menjamin terpenuhinya hak atas 
kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 
d. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 bertentangan 
dengan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945 mengenai hak atas 
persamaan di hadapan hukum dan Pasal 28I ayat (2) 
UUD 1945 mengenai kebebasan dari perlakuan 
yang bersifat diskriminatif karena menyebabkan 
negara melalui aparaturnya memperlakukan warga 
negaranya secara berbeda; dan 
e. Pembatasan yang ditentukan melalui Pasal 2 ayat 
(1) UU Nomor 1/1974 tidak sesuai dengan konsep 
 pembatasan terhadap hak dan kebebasan yang 
ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; 
Bunyi pasal dalam UUD 1945 yang diuji dengan 
Pasal 2 ayat (1) tersebut yaitu : Pasal 27 ayat (1) yaitu : 
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Pasal 
28B ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan 
yang sah.” Pasal 28D ayat  (1) yaitu : “Setiap orang berhak 
atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum.”,  
Pasal 28 E ayat (1) yaitu : “Setiap orang berhak 
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, 
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di 
wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak 
kembali.”, Pasal 28 E ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak 
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran 
dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” Pasal 28I ayat 
(1) yaitu : “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak 
untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut 
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun”.  
Pasal 28I ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak bebas 
dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa 
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Pasal 28J ayat 
(2) yaitu : “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas 
hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
 tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, 
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis.” Pasal 29 ayat (2) yaitu 
:“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” 
2. Sedangkan secara formil alasan-alasan pengujiannya 
adalah sebagai berikut : 
a. Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 
menyebabkan terjadinya pelbagai macam 
penyelundupan hukum dalam bidang hukum 
perkawinan;  
b. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1/1974 adalah norma 
yang tidak memenuhi standar sebagai peraturan 
perundang-undangan; 
c. Keberadaan pasal 2 ayat (1) Nomor 1/1974 justru 
bertentangan dengan tujuannya sendiri yaitu agar 
tiap perkawinan didasari pada hukum masing-
masing agama dan kepercayaan. 
 
J. Isi Tuntutan Permohonan Judicial Review 
Para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai 
berikut : 
1. Mengabulkan uji materiil dan formilcterhadap 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara 
republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan 
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang 
diajukan oleh para pemohon untuk seluruhnya; 
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara 
republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan 
lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan 
 kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan 
kepada masing-masing calon mempelai”; 
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan (lembaran negara 
republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, tambahan 
lembaran negara republik Indonesia nomor 3019) tidak 
mempunyai ketentuan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing hukum agamanya dan 
kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai 
hukum agamanya dan kepercayaannya itu diserahkan 
kepada masing-masing calon mempelai”; 
4. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam berita 
negara republik Indonesia sebagaimana mestinya 
apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
 
K. Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014 Tentang 
Pernikahan Beda Agama 
Amar Putusan Perkara MK No.68/PUU-XII/2014 yaitu : 
Mengadili, 
Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk 
seluruhnya. 
    Putusan perkara diputuskan dalam Rapat 
Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh Sembilan 
Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku ketua 
merangkap anggota, Arief Hidayat, Anwar Usman, 
Aswanto, Ahmad Fadili Sumadi, Patrialis Akbar, 
Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing 
sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal lima belas, bulan 
Desember, tahun dua ribu empat belas, yang diucapkan 
dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk 
umum pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan juni, 
tahun dua ribu lima belas, selesai diucapkan pukul 14.39 
WIB oleh delapan hakim konstitusi yaitu Arief Hidayat 
selaku Ketua merangkap anggota, Anwar usman, Maria 
 Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, I Dewa Gede 
Palguna, Suhartoyo dan Manahan MP.Sitompul masing-
masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh Achmad 
Edi Subianto sebagai Panitera Pengganti,  dihadiri oleh Para 
Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan 
Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati 
memiliki alasan yang berbeda (concurring opinion). 
F. Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
Bidang Perkawinan 
Judicial Review yang masuk hingga tahap Putusan Mahkamah 



















































Sumber data telah diolah oleh peneliti, hingga data yang 
masuk Tahun 2017. Ada beberapa kali pengulangan dalam 
pengajuan Judicial Review tapi dengan perubahan, seperti agar 
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 Data bersumber dari buku-buku, majalah Mahkamah Konstitusi, 
Jurnal Hukum, dan lain-lain data bersumber pula dari situs 
www.Mahkamahkonstitusi.go.id, www.hukumonline.com, 
www.jimlyschool.com dan lain-lain. 
 BAB IV 
ANALISIS DATA 
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda 
Agama 
Pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-
XII/2014 tentang pernikahan beda agama yang telah diolah 
oleh peneliti, para Pemohon menyatakan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
yaitu : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 E ayat (1), Pasal 28 E ayat (2), 
Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (2) dan 
Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).  
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 
UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) 
huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu 
kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji 
Undang-Undang terhadap UUD 1945. 
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 
MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai 
Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap 
UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu : a. 
 Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan sama), b. Kesatuan 
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang, c. Badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga 
negara. 
Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan 
Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan 
Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 
2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian 
bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK 
harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. Adanya hak dan/atau 
kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh 
UUD 1945; b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional 
tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. Kerugian 
hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus 
bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial 
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 
terjadi;    d. Adanya hubungan sebab akibat (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya 
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya 
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, 
maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional 
seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 
Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa para 
Pemohon secara legal standing (kedudukan hukum) adalah 
perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap 
Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 
merugikan hak konstitusional para Pemohon yang 
ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 
28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 
ayat (2) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya 
telah dikemukakan di bab III. 
 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU 
MK dan putusan putusan Mahkamah mengenai kedudukan 
hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian 
yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah 
yaitu: 
1. Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang 
diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat 
(1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) dan para 
Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut 
dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang 
dimohonkan pengujian.  
2. Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik 
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial 
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan 
akan terjadi. 
3. Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) 
antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada 
kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya 
permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang 
didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah,para Pemohon mengalami kerugian 
sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 
2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 
September 2007. Dengan demikian para Pemohon 
mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk 
mengajukan permohonan a quo; 
Pendadapat Mahkamah atas Pokok Permohonan 
para Pemohon yaitu : Menimbang, setelah Mahkamah 
memeriksa dengan seksama permohonan para Pemohon, 
keterangan presiden, keterangan pihak terkait, 
keterangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan 
 Umat Budha Indonesia, Konferensi Waligereja 
Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan 
Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, 
keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli 
Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, serta 
bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para 
Pemohon dan Pihak Terkait Tim Advokasi Untuk 
Kebhinekaan, sebagaimana termuat pada bagian Duduk 
Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Bahwa pokok permohon para Pemohon adalah 
pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) Undang 
Undang No 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 27 ayat (1), 
Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E 
ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), 
Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. 
Menurut para Pemohon, norma dalam Pasal 2 ayat 
(1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 membuka 
ruang penafsiran dan pembatasan sehingga tidak 
dapat menjamin terpenuhinya hak atas kepastian 
hukum yang adil dan bertentangan dengan ketentuan 
kebebasan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 
1945; 
2. Bahwa Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, 
menyatakan “... yang terbentuk dalam suatu susunan 
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang 
Maha Esa”. Bahwa ideologi negara Indonesia yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa juga dinyatakan dalam 
Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Prinsip Ketuhanan yang 
diamanatkan dalam UUD 1945 tersebut merupakan 
perwujudan dari pengakuan keagamaan. Sebagai 
negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa 
maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 
warga negara mempunyai hubungan yang erat 
dengan agama. Salah satu tindakan atau perbuatan 
yang terkait erat dengan negara adalah Perkawinan. 
Perkawinan merupakan salah satu bentuk 
perwujudan hak konstitusional warga negara yang 
 harus dihormati dan dilindungi oleh setiap orang 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Dalam hak konstitusional perkawinan 
tersebut terkandung kewajiban penghormatan atas 
hak konstitusional orang lain. Oleh karenanya untuk 
menghindari benturan dalam pelaksanaan hak 
konstitusional tersebut diperlukan adanya pengaturan 
pelaksanaan hak konstitusional yang dilakukan oleh 
negara; 
3. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak 
konstitusionalnya untuk melangsungkan perkawinan 
dan membentuk keluarga terlanggar dengan adanya 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 
Tahun 1974. Menurut para Pemohon, hak untuk 
membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah 
telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 
sehingga dengan adanya Pasal 2 ayat (1) Undang 
Undang No 1 Tahun 1974 para Pemohon merasa ada 
pembatasan terhadap hak warga negara dalam 
melangsungkan perkawinan tersebut. Menurut 
Mahkamah, dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk 
terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan 
Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J UUD 
1945]. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan 
UUD 1945, menurut Mahkamah, Undang Undang 
No 1 Tahun 1974 telah dapat mewujudkan prinsip-
prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 
1945 serta telah pula dapat menampung segala 
kenyataan yang hidup dalam masyarakat; 
4. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak 
konstitusional para Pemohon dirugikan karena Pasal 
2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 
 “memaksa” setiap warga negara untuk mematuhi 
hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya dalam bidang perkawinan. Menurut 
Mahkamah, perkawinan merupakan salah satu 
bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan 
hukum di Indonesia. Segala tindakan dan perbuatan 
yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam 
hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat 
dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar 
peraturan perundang-undangan. Peraturan 
perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk 
untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban 
setiap warga negara dalam kaitannya dengan 
perkawinan. Perkawinan menurut Undang Undang 
No 1 Tahun 1974 diartikan sebagai hubungan lahir 
batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang 
wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan 
menjadikan status mereka sebagai suami istri. 
Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu 
perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai 
dengan hukum masing-masing agama atau 
kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan. Sebagai ikatan lahir, 
perkawinan merupakan hubungan hukum antara 
seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup 
bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir tersebut 
merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, 
baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi 
orang lain atau masyarakat, sedangkan sebagai ikatan 
batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang 
terjalin karena adanya kemauan yang sama dan 
ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita 
untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bahwa 
ikatan lahir dan batin dalam sebuah perkawinan juga 
merupakan bentuk pernyataan secara tegas bahwa 
seorang pria dan seorang wanita ingin membentuk 
 keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; 
5. Bahwa para Pemohon mendalilkan hak untuk 
menjalankan agama dan hak atas kebebasan 
beragama, terlanggar dengan berlakunya Pasal 2 ayat 
(1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 karena pasal a 
quo memberikan legitimasi kepada negara untuk 
mencampuradukkan perihal administrasi dan 
pelaksanaan ajaran agama serta untuk mendikte 
penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang 
perkawinan. Menurut Mahkamah, dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan 
UUD 1945, agama menjadi landasan dan negara 
mempunyai kepentingan dalam hal perkawinan. 
Agama menjadi landasan bagi komunitas individu 
yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi 
dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa 
serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak 
Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan 
menjamin keberlangsungan hidup manusia. Negara 
juga berperan memberikan pedoman untuk menjamin 
kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali 
ikatan perkawinan. Secara khusus, negara berperan 
untuk memberikan perlindungan untuk membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah yang merupakan wujud dan 
jaminan keberlangsungan hidup manusia. 
Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek 
formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek 
spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang 
keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang 
menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan 
oleh negara; 
6. Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan 
hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa 
permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut 
hukum. 
 Pada pertibangan hakim dalam pokok permohonan 
diatas, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak 
permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menurut peneliti, 
dalam memahami uraian Para Pemohon dalam Judicial Review 
dengan menggunakan kajian ilmu perundang-undangan, 
seharusnya memahami Pasal 2 ayat (1) yang berlaku saat ini, 
dipahami secara matang dalam penafsiran historis/sejarah yaitu 
bagaimana tarik ulurnya kegaduhan politik NKRI dalam RUU 
Perkawinan saat itu terlebih Pasal 10 ayat (2) nya.  
Pertimbangan hakim dalam putusan MK No.68/PUU-
XII/2014 yaitu menolak permohonan para pemohon karena tidak 
beralasan menurut hukum, menurut peneliti memiliki beberapa 
landasan yang harus dipertimbangkan yaitu : 
1. Landasan Yuridis yaitu landasan hukum berupa : 
a. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
adalah sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD N 
RI 1945, Peneliti setuju dengan pendapat Topo 
Santoso yaitu pasal ini adalah bentuk kompromi 
yang unik karena bisa diterima semua agama, 
karena tidak memaksakan satu aturan agama 
kepada agama lainnya. 
b. Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan 
yaitu perkawinan dilarang antara dua orang yang 
mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. 
Penegasan ini dalam Kompilasi Hukum Islam 
terdapat dalam Pasal 40 huruf (c), Pasal 44  dan 
Pasal 61. Diperkuat Fatwa MUI tahun 1980 dan 
tanggal 28 Juli 2005, juga fatwa atau keputusan 
organisasi keagamaan seperti NU, 
Muhamaddiyah, dan Persis. 
c. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 
K/Pdt/1986 telah berbuah pada UU Adminduk 
Pasal 35 huruf a yaitu apabila ingin 
melangsungkan perkawinan beda agama, salah 
satu pasangan harus meminta penetapan 
pengadilan dengan menundukan ke salah satu 
hukum agama dan dicatatkan di KCS ataupun 
 salah satu calon menjadi muallaf dan dapat 
melangsungkan perkawinan di KUA. 
d. Kesetaraan didepan hukum (equality before the 
law) sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 harus 
dipahami bukan hanya mereka yang melakukan 
praktek pernikahan beda agama yang hak asasi 
nya terlanggar, namun setiap warga negara yang 
meyakini agama dan kepercayaannya yang akan 
terlanggar hak asasinya bila permohonan ini 
dikabulkan. 
e. Pasal 4 Komplasi Hukum Islam yaitu perkawinan 
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
Pasal ini menyerahkan keabsahan perkawinan 
pada hukum Islam, bukan pada penafsiran calon 
mempelai.  
f. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang 
Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang didalam 
Pola Umum Pelita Kedua, khususnya bidang 
hukum, angka 2 huruf a yang menyatakan : 
“Peningkatan dan Penyempurnaan pembinaan 
Hukum Nasional dengan antara lain mengadakan 
pembaharuan, kodifikasi serta unifikasi Hukum di 
bidang-bidang tertentu dengan jalan 
memperhatikan Kesadaran Hukum dalam 
masyarakat” dalam hal ini, peneliti 
menggarisbawahi kata memperhatikan kesadaran 
hukum dalam masyarakat, walaupun saat ini 
rakyat Indonesia sudah banyak yang sadar hukum 
bahkan dipengaruhi paham hukum dari barat yang 
menitikberatkan pada hak asasi Utilitarianisme 
daripada agamanya. Dikabulkannya permohonan 
Judicial Review ini, dapat mencampuradukan 
paham  dan hukum agama yang diakui. Jangan 
dilupakan nilai-nilai agama dan kebhinekaan yang 
tertanam di rakyat Indonesia, yang dapat terlihat 
 dalam Pancasila dan UUD N RI 1945 itu adalah 
melindungi agama bukan mencampuradukannya.  
2. Landasan Filosofis adalah falsafah bangsa, yaitu 
berupa ideologi Pancasila. Indonesia adalah bukan 
Negara agama, bukan Negara Atheis tapi Negara 
Pancasila, yang dimana Negara Pancasila itu 
melindungi agama sesuai sila pertama yaitu 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Pancasila itu 
bukan Negara Sekuralis yang melepaskan agama dari 
pemerintahannya namun Negara Pancasila adalah 
Negara yang melindungi agama dan kepercayaan 
yang diakui nya. Dikabulkannya Judicial Review ini 
berpotensi mencampuradukan agama dan jauh dari 
pemahaman melindungi agama.  
3. Landasan Sosiologis adalah yang berkenaan dengan 
perkembangan, kebutuhan dan karakteristik 
masyarakat. Peneliti melihat maraknya 
penyelundupan hukum pasangan beda agama memang 
harus diselesaikan lewat peraturan yang jelas, namun 
Judicial Review ini malah akan menambah keruh 
permasalahan karena berpotensi semakin beragamnya 
cara penafsiran nya. Masyarakat yang memiliki kultur 
nusantara yang multi etnis, agama, ras dan lain-lain 
saat ini sangat rentan mendapat pergeseran 
pemahaman dunia barat, seperti terlihat dalam 
Judicial Review pernikahan beda agama ini. 
Dampaknya Agama akan kehilangan identitasnya, 
peneliti merasa yang dibutuhkan masyarakat adalah 
peran agama lewat lembaga ataupun organisasi 
keagamaan itu diperkuat oleh Negara sehingga akan 
meminimalisir praktek pernikahan beda agama.  
Putusan Hakim selain dilandasi pertimbangan di atas, 
juga mempunyai kekuatan mengikat, memaksa dan juga 
mempunyai wibawa. Dan wibawa ini ditentukan oleh 
pertimbangan yang menjadi dasar putusan. Pertimbangan atau 
alasan-alasan dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban 
sehingga putusan tersebut menjadi objektif. Peneliti dalam 
 memahami pertimbangan hakim dengan menggunakan pendapat 
Sudikno Mertokusumo bahwa pertimbangannya itu harus 
mencakup cita hukum (idee des recht) yaitu unsur keadilan 
(garechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit) dan 
kemanfaatan (zwechtmassigkeit).  
Pertimbangan hakim atas Pasal 2 ayat (1) yang diajukan 
Judicial Review oleh Para Pemohon, menurut peneliti Pasal a 
quo itu dirasa sudah mencakup aspek kepastian hukum yang 
terletak pada bunyi pasal perundang-undangannya.  
Pertimbangan Hakim yang mendasarkan pada Alinea Keempat 
Pembukaan UUD 1945 dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) sudah 
mencakup unsur keadilan yang terletak pada nilai-nilai 
kehidupan, karena Pasal a quo sesuai dengan Pancasila.  
Pernyataan Bismar Siregar selaku mantan hakim agung, 
bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-
undang berfungsi sebagai hukum yang hidup (living law), 
karena hakim tidak semata-mata menegakan aturan formal, 
tetapi ia harus menemukan keadilan yang hidup dimasyarakat. 
Bunyi Pasal 2 ayat (1) itu sudah sesuai dengan keadilan yang 
hidup dimasyarakat, karena walau ada penyimpangan berupa 
pernikahan beda agama. Tapi sebagian besar masyarakat 
Indonesia, sudah merasa tentram dengan Pasal 2 ayat (1). Pasal 
ini dirasa sudah sesuai dengan keadaan masyarakat yang multi 
agama. Pertimbangan hakim juga menghasilkan kemanfaatan, 
agar tidak adanya penafsiran yang akan menyampingkan hukum 
agama dan mendahulukan hak asasi semata. 
Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya 
melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana tertulis 
dalam perundang-undangan yang berlaku (law in the book), 
namun Mahkamah Konstitusi selalu memperhatikan dari 
kemanfaatan (law in action) dengan paradigma hukum 
progresif. Dalam hukum progresif, hukum adalah untuk manusia 
bukan manusia untuk hukum. Hukum harus peka terhadap 
sesuatu yang terjadi dimasyarakat. Hukum progresif 
 memandang hukum sebagai kajian sosial yang berhubungan 
dengan politik, ekonomi, budaya dan sosiologi. 
Pada hukum progresif, hukum harus melihat dinamika 
yang mewarnai masyarakat dan bersifat fleksibel terhadap 
perubahan masyarakat. Pasal-Pasal yang ada dalam peraturan 
perundang-undangan harus dikontekstualisasi dalam dinamika 
masyarakat agar dapat mencapai keadilan masyarakat. Peraturan 
perundang-undangan tidak dapat ditafsirkan secara literal dan 
dogmatis atas dasar kepastian hukum. Secara positivisme, Pasal 
2 ayat (1) memberikan posisi pernikahan beda agama adalah 
sesuatu yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Tetapi 
jika dikaitkan dengan  kajian hukum progresif melalui kajian 
sosiologis, ekonomis dan budaya maka mereka yang melakukan 
praktek beda agama merupakan kejadian yang sulit dihindari 
karena Negara Indonesia yang multiagama, etnis, ras, suku dll.  
Penambahan frasa dalam Judicial Review, bila dikaitkan 
dengan keadilan dan kemanfaatan (law in action) dalam hukum 
progresif. Menurut peneliti bukan memberikan apa yang dituju 
hukum progresif, yang terjadi justru akan melemahkan agama 
dan tidak mengindahkan Pancasila. Pertimbangan hakim 
Mahkamah Konstitusi jelas menolak, dan alasan berbeda 
(concurring opinion) salah satu hakim Mahkamah Konstitusi 
yaitu Maria Farida Indrati yang tidak memungkiri 
penyelundupan hukum bisa terus berkembang karena Pasal a 
quo, pendapatnya tetap mengembalikan permasalahan ini pada 
Pancasila dan UUD N RI Tahun 1945. 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim 
dalam Putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang 
Pernikahan Beda Agama 
Dengan tidak dikabulkannya permohonan Judicial 
Review Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No 1 Tahun 1974 
berarti masih berlakunya ketentuan yang menyatakan 
perkawinan adalah sah apabila apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam 
permohonan nya, para pemohon menyatakan bahwa dalam suatu 
 hukum agama tertentu itu berbeda tafsir dan pendapat mengenai 
kebolehan pernikahan beda agama terutama agama Islam. 
Sebagai jumlah mayoritas pengikut agama  di Indonesia, agama 
Islam memegang kendali keharmonian antar umat beragama di 
Indonesia.  
Para pemohon menyatakan penafsiran Pasal 2 ayat (1) 
Undang Undang No 1 Tahun 1974 itu bisa berbeda tergantung 
dari sudut mana melihatnya, bisa dari calon mempelai, pemuka 
agama dan petugas pencatat nikah. Mereka menganggap Negara 
memaksakan (Hagemoni) penafsiran mengenai Pasal 2 ayat (1) 
ini, dengan melarang pernikahan beda agama dalam kajian 
Undang-Undang Perkawinan. Dan petitum dalam Judicial 
Review  pun ingin menambahkan frasa Pasal 2 ayat (1) menjadi 
perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
agama dan kepercayaannya itu, sepanjang penafsiran mengenai 
hukum agama dan kepercayaannya itu diserahkan kepada 
masing-masing calon mempelai. 
Peneliti dalam skripsi ini dengan melihat permohonan 
Judicial Review ini dari perspektif hukum Islam, setuju dengan 
pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa 
pernikahan jangan dilihat dari aspek formal saja, namun juga 
dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan keabsahan 
perkawinan, dan sedangkan undang-undang menetapkan 
keabsahan administratif yang dilakukan negara. Dalam hal ini 
Negara berperan sebagai fasilitator Agama. maka dalam sidang 
pun memanggil pihak terkait yaitu Keterangan presiden, Front 
Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhamaddiyah, Tim Advokat 
Untuk Kebhinekaan, Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, 
Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja 
Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis 
Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.   
Peneliti setuju dengan pendapat Hasyim Muzadi yang 
menyatakan Indonesia adalah Negara Pancasila dan bukan 
Negara Atheis maupun Negara Sekuler. Negara Pancasila itu 
melindungi agama, bukan Negara yang memisahkan Agama 
seperti Negara Sekuler. Terlebih dalam Judicial Review yang 
berpotensi mencampuradukan antar agama, kita harus berpegang 
 pada Sila pertama Pancasila. Sesuai pertimbangan hakim yaitu 
keabsahan perkawinan diserahkan pada agama dan keabsahan 
administratif diserahkan pada Negara. Agama disini dalam 
konteks islam dikembalikan pada Lembaga MUI, Organisasi 
Keagamaan seperti NU, Muhamaddiyah, Persis dll. Yang 
memberi fatwa haram nikah beda agama.  
Peneliti melihat Agama Islam seperti diuraikan dalam 
landasan teori bagaimana perbedaan pendapat ulama dalam 
pernikahan beda agama yang seorang laki-laki muslim hendak 
menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan itu terbagi menjadi tiga 
golongan, yaitu diperbolehkan, haram dan pendapat yang lebih 
moderat mengemukakan hukum asalnya halal namun melihat 
keadaan sosial politik jadi menghendaki ketentuan lain untuk 
menghindari fitnah. Pada negara Indonesia ini, yang 
berkemungkinan termasuk agama samawi yang dianggap ahli 
kitab adalah Kristen Protestan dan Kristen Katholik. Karena 
dalam menafsirkan kata ahli kitab dalam Al-Qur‟an, ulama pun 
berbeda pendapat. Bahkan ada ulama yang menganggap semua 
agama itu bisa dikatakan ahli kitab, tidak terbatas pada agama 
samawi berbeda seperti pendapat mayoritas ulama yang 
berpendapat sebaliknya.   
Peneliti dalam skripsi ini sejalan dengan pemikiran 
Maimun, yang menjelaskan pemahaman dan jalan pikiran ulama 
yang terbagi menjadi tiga golongan mengenai kebolehan muslim 
menikahi wanita ahli kitab. Menurut pendapat pertama, yang 
menyatakan halal dengan dalil Al-Baqarah ayat 221 dan Al-
Ma‟idah ayat 5 itu digunakan Nasakh Mansukh. Surat Al-
Baqarah ayat 221 telah dinasakh surat al-Ma‟idah ayat 5 yang 
diturunkan kemudian. Kemudian kata تكرشملا pada surat Al-
Baqarah itu tidak termasuk wanita ahli kitab, karena dalam ayat 
lain dalam surat Al-Baqarah yaitu ayat 105 dan Al-Bayyinah 
ayat 1. Lafazh تكرشملا di‟athafkan pada Ahl Al-Kitab, sedangkan 
athaf disana keduanya menghendaki adanya perbedaan antara 
orang musyrik dengan ahli kitab. Kemudian wanita ahli kitab 
dimaksud berdasarkan qaul mu‟tamad dalam madzhab Syafi‟i 
adalah wanita yang beragama Nasrani dan Yahudi sebagai 
agama keturunan dari orang-orang terdahulu (nenek moyang 
mereka) yang menganut agama tersebut semenjak masa sebelum 
 Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah tepatnya sebelum 
turunnya Al-Qur‟an. 
Tegasnya orang yang baru menganut agama Nasrani dan 
Yahudi sesudah Al-Qur‟an diturunkan kepada Nabi Muhammad, 
tidaklah dianggap ahli kitab karena terdapat perkataan ق نممكلب  
(dari masa sebelum kamu) dalam surat Al-Ma‟idah ayat 5. 
Perkataan مكلبق نم tersebut menjadi pembatas (Al-qaid) bagi ahli 
kitab yang dimaksud. Jalan pikiran madzhab Syafi‟i ini 
kelihatannya mengakui ahli kitab itu bukan karena agamanya, 
tetapi menghormati karena asal keturunannya. Pada kaitannya 
dengan Negara Indonesia, maka orang-orang yang beragama 
Nasrani atau Yahudi sesudah turunnya Al-Qur‟an, maka mereka 
tidaklah termasuk didalam hukum ahli kitab. Demikian juga 
makanan yang dipotong atau disembelih oleh mereka. 
Pendapat kedua yang berpendapat haram, mengkritik 
pendapat pertama dengan berargumentasikan bahwa memang 
benar secara nash dan berdasarkan fakta sejarah menikahi 
wanita ahli kitab dihalalkan, tetapi ahli kitab itu termasuk orang 
kafir musyrik dan Nabi sendiri telah melarangnya. Nabi pernah 
mengutus Mardad AL-Gaznawi untuk mengeluarkan kaum 
muslimin yang lemah dari kota Mekkah. Ketika ia tiba di kota 
Mekkah, ia bertemu dengan seorang wanita yang musyrik yang 
cantik dan kaya lalu wanita itu pun menawarkan dirinya untuk 
dinikahi oleh Marsad. Namun, ia tidak mau karena merasa takut 
kepada Allah, tapi wanita itu mengajak Marsyad 
bermusyawarah dengannya agar mau menikahinya. 
Marsad seraya menjawab : saya mau mengawinimu 
apabila diizinkan oleh Nabi Muhammad saw, ketika tiba di 
Madinah hal itu dikemukakan kepada Nabi dan ia memohon 
untuk merestui keinginannya menikah dengan wanita musyrik 
itu. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah ayat 221 yang bisa 
dikatakan kisah ini adalah Asbabun Nuzul nya, dari peristiwa ini 
jelaslah bahwa menikahi wanita ahli kitab yang musyrik adalah 
haram hukumnya. 
Kritikan pendapat kedua itu dibantah oleh pendapat 
pertama, yang bila menikahi wanita ahli kitab itu diharamkan 
justru kontradiksi dengan nash Al-Qur‟an yang secara tegas 
membolehkannya, sebagaimana Rasyid Ridha menegaskan 
 bahwa wanita ahli kitab tidak saja halal tetapi halal pula 
sesembelihan mereka. Oleh karena itu pada umumnya ulama 
salaf membolehkan menikahi wanita-wanita ahli kitab, maka 
tidak heran ada pemahaman dalam masyarakat Indonesia saat ini 
pun menganggap seorang muslim menikah dengan wanita ahli 
kitab itu diperbolehkan. 
Pendapat ketiga yang pada dasarnya membolehkan 
menikahi wanita-wanita ahli kitab, hanya secara politis (siyasah 
syar‟iyah) mereka tidak membolehkan. Sebab dikhawatirkan, 
suami yang telah menikahinya itu terbawa ke agama isteri, 
bukan sebaliknya. Artinya, sekiranya wanita kitabiyah yang 
telah dinikahi itu mampu di Islamkan oleh suaminya, maka 
kondisi seperti inilah sebenarnya yang dibolehkan oleh ajaran 
agama Islam. Perkawinan beda agama yang terjadi di Indonesia, 
yang telah dikemukakan dalam landasan teori memperlihatkan 
keadaan yang tidak baik bagi agama Islam. Dengan 
berpindahnya agama Asmirandah ke agama suaminya Jonas 
Rivano yang seorang Nasrani. Hasil dari pernikahan pernikahan 
beda agama juga bisa berdampak tidak baik bagi agama Islam, 
bila kita lihat  Nana Mirdad, Nasyila Mirdad dan adik-adiknya 
pula mengikuti agama ibunya Lidya Kandau yang Nasrani, 
bukan mengikuti agama bapaknya Jamal Mirdad yang beragama 
Islam. 
Sesuai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang 
menyatakan Agama menentukan keabsahan perkawinan, Agama 
Islam memiliki mekanisme dalam menerapkan hukum. Menurut 
hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan 
berdasarkan tata urut keabsahan sumber hukum Islam. Dalam 
hukum Islam sendiri, tata urut keabsahan sumber hukum Islam 
bersumber pada al-Qur‟an, Hadist, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad 
berupa istihsan, maslahah mursalah, istishab, al-„Urf, Syar‟i 
Man Qoblana dan Saddu al-Zari‟ah. 
Peneliti menggunakan tiga teori dalam menganalisis 
pertimbangan hakim MK tentang pernikahan beda agama 
melalui hukum islam, yaitu : 
1. Grand Teori atau Teori Primer berupa Maslahah 
Mursalah, di dalam hukum Islam mengenal konsep 
maslahah yang oleh ulama ushul fiqh dikategorikan 
 menjadi tiga macam, yakni al-maslahah al-mu‟tabarah, 
al-maslahah al-mulgah dan al maslahah al-mursalah. 
Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memberikan 
peluang pernikahan beda agama melalui perubahan frasa 
Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 
termasuk dalam kategori maslahah al-mursalah hal ini 
karena dari segi tujuan syara‟, bertujuan dalam lima 
prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga 
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Ditinjau dari segi 
kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 
maslahah dikategorikan menjadi tiga macam yakni : al 
maslahah al dharuriyyat, al maslahah al hajjiyat dan al 
maslahah al tahsiniyat. Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 68-PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama 
termasuk dalam kategori al maslahah daruriyyat, yakni 
kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan 
oleh kehidupan manusia. Adapun alasan peneliti 
mengkategorikan muslahah dharuriyyat ini sebagai 
pendukung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang 
Pernikahan Beda Agama, yaitu : 
a. Dharuriyyat adalah segala sesuatu yang secara 
langsung menjamin atau menuju pada keberadaan 
lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. 
b. Pernikahan beda agama bila dilaksanakan akan 
merusak agama Islam, karena bisa terjadi 
permurtadan si suami.  
c. Pernikahan beda agama akan berdampak pada 
rusaknya keturunan, yaitu si anak yang berbeda 
agama dengan bapaknya akan tidak bisa dinasabkan 
dengan bapaknya. Dan berdampak pada hak dan 
kewajiban antara anak dan si bapak. 
d. Petitum penambahan frasa, juga berpotensi  membuat 
negara ini menjadi tidak ada kepastian hukum dalam 
bidang perkawinan. Peran agama menjadi lemah, 
karena rakyat muslimnya tidak mengindahkan fatwa 
MUI, Ormas Islam bahkan Kompilasi Hukum Islam 
yang diperuntukan bagi mereka. 
 Dilihat dari hukum perkawinan yang berlaku di 
Indonesia, pernikahan beda agama dari kacamata 
dharuriyyat ini sangat sudah disadari oleh pembuat 
hukum. Dengan pasal 8 huruf f Undang Undang No.1 
Tahun 1974 yang menyatakan “ Pernikahan dilarang 
antara dua orang yang : mempunyai hubungan yang oleh 
agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang 
kawin”. Fatwa MUI, NU, Muhamaddiyah, Persis yang 
dikemukakan di landasan teori mengatakan haram 
pernikahan beda agama. Pada Pasal 1 Undang Undang 
Perkawinan berbunyi “ Pernikahan ialah ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dengan sorang wanita dengan 
tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pemahaman 
ketuhanan yang Maha Esa, itu bukan mencampuradukan 
agama yang satu dengan yang lain. Bisa dilihat Indonesia 
adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang 
mengakui keberadaan Agama, bukan negara sekuralis 
ataupun komunis yang pernah mencoba memasukan 
pahamnya pada RUU Perkawinan Tahun 1973 yang 
melegalkan pernikahan beda agama. Sehingga terjadi 
perdebatan panjang, dan resminya Pasal 2 ayat (1) yang 
berlaku ini demi keutuhan NKRI. Dalam kaitan ini, 
dharuriyat nya lebih terlihat lagi untuk menjaga agama 
serta kebhinekaan.  
Pada kompilasi hukum Islam ketika proses 
pembentukannya yang berdasar dari 13 Kitab fiqh, hasil 
wawancara terhadap ulama-ulama dari 10 lokasi di 
Indonesia, jalur yurisprudensi dan jalur studi 
perbandingan menyatakan larangan nikah pada Pasal 40 
huruf c dan Pasal 44, sudah secara jelas melarang 
pernikahan beda agama. Pasal 3 yang menyatakan tujuan 
perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah itu pun tidak akan 
terwujud dengan pernikahan beda agama ini, Pasal 4 
sangat lebih mengkokohkan posisi Islam karena 
berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
 menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang No.1 Tahun1974 tentang perkawinan.  
2. Teori Sekunder yaitu Ditinjau dari metode sa‟du 
dzariyah, yang berarti menutup jalan yang menimbulkan 
kemafsadatan. Sekalipun apabila kita berpegang pada 
pendapat yang berdasar nash yang menyatakan halal nya 
wanita ahli kitab, bisa dimaknai Fatwa MUI, Ormas dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII adalah 
langkah prefentif atau pencegahan dengan cara melarang 
pernikahan beda agama di Indonesia.  
3. Teori Tersier yaitu berupa aplikasi dari paradigma atau 
teori tentang relasi Agama dan Negara, yaitu :  
a. Teori Integralistik (Unified Paradigm), yaitu 
paradigma yang memunculkan paham negara 
agama atau teokrasi. Menurut paradigma 
integralistik, antara Negara dan Agama menyatu 
(integrated). Dalam paham teokrasi, hubungan 
Negara dan Agama digambarkan sebagai dua hal 
yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu 
dengan Agama, karena pemerintahan dijalankan 
berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata 
kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan Negara 
dilakukan atas titah Tuhan.     
b. Teori Simbiotik, yang dapat didefinisikan sebagai 
hubungan antara dua entitas yang saling 
menguntungkan bagi peserta hubungan. Dalam 
konteks relasi Negara dan Agama saling 
memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan 
negara karena dengan negara, agama dapat 
berkembang. Sebaliknya, negara juga 
memerlukan agama. Karena dengan agama, 
Negara dapat berkembang dalam bimbingan etika 
dan moral-spiritual. 
Karena sifatnya yang simbiotik, maka 
hukum agama masih mempunyai peluang untuk 
mewarnai hukum-hukum negara,bahkan dalam 
masalah tertentu tidak menutup kemungkinan 
hukum agama dijadikan sebagai hukum negara. 
 Dalam konteks paradigma atau teori simbiotik 
ini, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya 
kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia 
merupakan kewajiban Agama yang paling besar, 
karena tanpa kekuasaan Negara, maka Agama 
tidak bisa berdiri tegak.  
Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut 
meligitimasi bahwa antara Negara dan Agama 
merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling 
membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang 
berlaku dalam teori ini tidak saja berasal dari 
adanya social contract, tetapi bisa saja diwarnai 
oleh hukum Agama.   
c. Teori Sekularistik (Sekularistic Paradigm)  
Paradigma ini memisahkan (disparitas) 
agama atas negara dan pemisahan negara atas 
agama. Negara dan Agama merupakan dua 
bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki 
garapan bidangnya masing-masing, sehingga 
tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. 
Berdasarkan pemahaman yang dikotomis ini, 
maka hukum positif yang berlaku adalah hukum 
yang betul-betul berasal dari kesepakatan 
manusia melalui social contract dan tidak ada 
kaitannya dengan hukum agama. Paradigma ini 
memunculkan Negara sekuler. Dalam negara 
sekuler, system dan norma hukum positif 
dipisahkan dengan nilai dan norma Agama. 
Ketiga teori diatas yaitu, teori integralistik, 
simbiotik dan sekuralis. Melahirkan sebuah teori baru 
yang dipandang sesuai dengan kehidupan berbangsa dan 
bernegara di Indonesia, yaitu Pancasila. Relasi Agama 
dan Negara di Indonesia selalu mengalami pasang surut 
karena relasi antar keduanya tidak berdiri sendiri 
melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain 
seperti politik, ekonomi dan budaya. Pendiri Negara 
Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif 
 tentang bentuk Negara dalam hubungannya dengan 
agama. Pancasila sila pertama, “Ketuhanan yang Maha 
Esa”, dinilai sebagai paradigma relasi Agama dan 
Negara yang ada di Indonesia. 
Lukman Hakim Saipuddin berpendapat bahwa 
sesuai dengan prinsip “Negara berdasar atas Ketuhanan 
yang Maha Esa” maka agama-agama di Indonesia 
merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun hal itu 
bukan berarti bahwa Indonesia merupakan Negara 
teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan 
Agama ialah relasi yang bersifat simbiosis-mutualistis 
dimana yang satu dan yang lain saling memberi. Dalam 
konteks ini, agama memberikan “kerohanian yang 
dalam” sedangkan negara menjamin kehidupan 
keagamaan. 
Indonesia bukan negara agama melainkan negara 
hukum. Hukum menjadi panglima, dan kekuasaan 
tertinggi di atas hukum. Artinya bahwa Undang-Undang 
dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), dan anggota DPR terdiri dari berbagai 
suku, etnis, agama, jenis kelamin dan sebagainya. 
Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok Agama. 
Jadi Agama tidak pernah mengatur negara, begitu juga 
sebaliknya negara tidak semestinya mengatur kehidupan 
beragama seseorang. Sesuai historis maupun secara 
yuridis, Negara Indonesia dalam hal relasinya dengan 
agama menggunakan paradigma Pancasila. 
Mahfud M.D. menyebut Pancasila merupakan 
suatu konsep prismatik. Prismatik adalah suatu konsep 
yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep 
yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai 
konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan 
dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap 
perkembangannya. Negara Pancasila adalah sebuah 
religion nation state yakni sebuah Negara kebangsaan 
yang melindungi dan memfalisitasi perkembangan 
 semua agama yang dipeluk leh rakyatnya tanpa 
pembedaan besarnya dan jumlah pemeluk. 
Teori relasi Agama dan Negara yang dipakai di 
Indonesia yaitu Paradigma Pancasila dikaitkan dengan 
Judicial Review untuk pelegalan pernikahan beda agama, 
menurut peneliti itu bertentangan. Karena paradigma 
Pancasila itu melindungi agama, sedangkan 
dikabulkannya Judicial Review itu berpotensi 
mencampuradukan agama. Jadi menurut peneliti, 
pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 tentang pernikahan 
beda agama telah sesuai dengan Hukum Islam dan teori 
relasi Agama dan Negara yang berlaku di Indonesia.  
  
 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan berbagai uraian pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi mengenai pernikahan beda agama dan hasil 
analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dalam 
Putusan MK No.68/PUU-XII/2014. Maka peneliti 
berkesimpulan bahwa :   
1. Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi bahwa 
ideologi negara Indonesia yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. 
Prinsip Ketuhanan yang diamanatkan dalam UUD 1945 
tersebut merupakan perwujudan dari pengakuan 
keagamaan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari 
aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek 
spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang 
keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang 
menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh 
negara; Peneliti menganalisis pertimbangan hakim dari 
landasan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan 
hakim menurut peneliti sudah mencakup idee des recht 
yaitu unsur keadilan (garechtigkeit), kepastian hukum 
(rechtsicherheit) dan kemanfaatan (zwechtmassigkeit). 
Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya 
melihat hukum sebagai huruf-huruf mati sebagaimana 
tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku (law in 
the book), namun Mahkamah Konstitusi selalu 
memperhatikan dari kemanfaatan (law in action) dengan 
paradigma hukum progresif.  
2. Analisis hukum Islam dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi No.68/PUU-XII/2014, bisa dipahami yang 
menjadi perbedaan pendapat dalam Islam adalah hukum 
laki-laki muslim yang menikahi wanita ahli kitab terbagi 
tiga golongan yaitu diperbolehkan, haram, dan pendapat 
yang lebih moderat mengemukakan hukum asalnya halal 
namun melihat keadaan sosial politik jadi menghendaki 
ketentuan lain untuk menghindari fitnah. Pendapat 
terkuat, yang termasuk ahli kitab adalah Yahudi dan 
 Nasrani. Berarti  di Indonesia yang termasuk adalah 
Kristen dan Katholik. Sedangkan perkawinan beda 
agama di Indonesia, bisa antar lima agama dan satu 
kepercayaan. Peneliti dalam menganalisis pertimbangan 
hakim dengan hukum Islam menggunakan tiga teori, 
yaitu maslahah mursalah, sa‟du dzariyat dan relasi 
agama dan negara yang melahirkan paradigma Pancasila. 
Dari ketiga teori tersebut, menyatakan bahwa pernikahan 
beda agama lebih cenderung kemafsadatan nya dan tidak 
sesuai “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Peneliti 
berpendapat pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan MK No.68/PUU-XII/2014 sudah sesuai 
dengan hukum Islam. 
 
B. Saran 
Untuk melengkapi penelitian terhadap kajian ini dan 
berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat 
memberikan beberapa saran sebagai berikut : 
1. Semoga eksistensi agama dalam NKRI tidak tergerus 
dengan parkembangan zaman dan Undang-Undang 
Perkawinan yang telah berlaku kurang lebih 43 tahun, 
karena banyak hal-hal yang belum diatur didalamnya 
ketika melihat kondisi saat ini. Semoga akan di perbaiki 
kedepannya dalam prolegnas.  
2. Semoga ulama ulama Indonesia tetap padu dalam 
mempertahankan hukum pernikahan beda agama di 
Indonesia karena kemudhorotannya bisa menghancurkan 
keberadaan agama di Negara yang menaganut ideologi 
Pancasila ini.   
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